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I. PENDAHULUAN

 Msyarakat Petalangan adalah salah satu puak “subu ashi” & Riav yang
bermukim di kecamatan Langgam, Pengkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar,
Kabupkt,e'n Pelalawan (sekarang keempat Kecamatan dimaksud dimekarkan
dengan tambahan 6 Kecamatan Pembantu) . Karena dahulu mereka memagari
kampungnya dengan buluh “Zalang”dan lazim pula mengambil air dengan
mempergunakan buluh terscbut, maka mereka disebut “Orang Talang”, dan
keseluruhan puaknya disebut “Orang Petalangan”. Karena mereka termasuk
puak Melayu bermukim jauh di daratan (pedalaman) merekapun disebut “Orasg
Melayu Darat’ atan “Orang Darat” Karena mereka dipimpin oleh kepala
pesukuan yang bergelar “Batin”, merekapun disebut pula “Orang Pebatinan’.
Karena|jumlah Batinnya 29 orang, disebut juga “Orang Pebatinan Kurang Satu
Tig ? (“Pebatinan Kuang Oso Tigopulou”). Karena mereka termasuk
sukubangsa Profo Melayu (Melayn Tua) yang menjadi penduduk awal di daerah
ini, mal%a merekapun disebut yang “Orang Asal” atan “Orang Ask”.

Masi:amkat Petalangan yang berjumlah sekitar 43.753 jiwa ini (hasil
pencatatan Yayasan Setanggi Tahun 1992), bermukim dalam kawasan tertentu
yang n%ereka sebut kawasan “Hutarn Tanah Wilayat® atan “Hutan Tanoh
Wilayat Pebatinari’ atan “Hutan Tanah Wilayat Pesuhuari atan “Hutan
Tanah at Soko” atau “Hutan Tanah Soko”, yang masing-masing pesukuan
merijzi‘d'I annya sebagai “hutan tanah milik pesufuan” yang mereka warisi
turun temurun. Secara tradisional, keterikatan masyarakat ini dengan hutan
tanahnya amatlah tinggi, karena hutan tanah itu menjadi bagian tak terpisahkan
dari hidup dan kehidupan mereka, yang sarat dengan simbol-simbol budaya. Bagi
masyarakat Petalangan, hutan tanah bukan hanya sekedar untuk tempat hidup dan
mencari nafkah, tetapi juga menjadi salah satu sumber penting dari nilai-nilai
budaya dianutnya. Itu pula yang menyebabkan masyarakat ini “bersebati”
dengan alamnya, memanfaatkan alam dengan cermat dan memeliharanya dengan
penuh kepedulian dan tanggungjawab. Konsep asas: “merusak alam bermakna
merusak| diri sendiri’, mencerminkan kearifan masyarakat ini dalam menjaga




keseimbangan alam dengan

alam. manusia, memelihara ekosistem yang saling memberi

serasi, Kearifan dan wawasan yang cemerlang
€Ky A e "“ﬁr. 1 hutan n ]7‘ yang

nereks . ang  diabaikan oleh kebanyakan manusia

“modern” sekarang ini. Karenanya, tidaklah berlebihan, bila ada pendapat yang

mengatakan, bahwa sebaiknya kearifan mereka diteladani oleh manusia

sekarang, yang semata-mata memanfaatkan hutan tanah untuk kepentingan

sesaat, tanpa memikirkan hari depan anak cucunya Kalanpun sekarang orang -
sibuk |berbicara tentang pelestarian alam, sibuk dengan berbagai gagasan untuk

memelihara lingkungan, sebenarnya masyarakat Petalangan sejak dekulu sudah

melakukannya dan mengamalkannya, bahkan sudah meletakkan dasar-dasar
penting  sehingga alam dan lingkungannya tetap asri. Dan Kkenyataan
menunjukkan, bahwa keasrian alam Petalangan, sekarang jadi porak poranda
akibat perbuatan orang-orang yang memanfaatkan hutan tanah itu untuk mencari
keuntungan lahiriah semata.

Dahulu, kawasan Kabupaten Pelalawan ini seluruhnya termasuk ke dalam
wilayali} Kerajaan Pelalawan, yang berawal dari Kerajaan Pekantua (Pekantua
Kampay), didirikan oleh Maharaja Idera sekitar tahun 1380 M, dan menjadi
salah satu kerajaan tertua dan ferlama di Riau. Sedangkan jauh sebelum itu, di
kawasa‘p ini sudah disebut-sebut keberadaan “Segati”, sebagai salah satu kerajaan
yang tumbuh pada pengujung Kedatnan Sriwijaya. Setelah Sriwijaya berakhir, di
Kepulauan Rian muncul kerajaan “Melayu Bintan” pada awal abad ke 12 M,
yang dianggap sebagai awal dari munculnya kerajaan Melayu pasca Srwijaya.
Kerajaan “Bintan” mencapai puncak kejayaannya ketiga diperintah oleh “Sang
Nila Utama’, putera “Sang Sapurba” dari Palembang. Kemudian “Sang Nila
Utama” membangun pula “Kerajaan Singapura” (Temasik). Ketika dinobatkan
di sana, belian digelar: “Sri' 7ri Buana”, yang dapat diartikan: “cahaya figa
dunia” wan “pemegang daulal tiga kerajaan”, yakni: Palembang, Bintan dan
Singapura (Temsik). Pada pengujung adab ke 14 M, (sekitar 1380 M) kerajaan
Temasik dikalahkan oleh Majapahit, rajanya kemudian mengundurkan diri ke
Tanah Semenanjung (Malaysia sckarang) dan mendirikan kerajaan Melaka.
Sedangkan Orang Besar Kerajaannya masuk ke Kampar, mendirikan Kerajaan
Pekantua, di “Bukit Hyang” di Pekantua, yang diperintah oleh Mahara Indera.
Kerajaan inilah yang terus menerus berlangsung, disebut juga “Kerajaan
Pekantia Kampar® dan sampai akhimya menjadi Kerajaan Pelalawan

Seteléh Indonesia merdeka, terjadilah berbagai perubahan yang amat
mendasar terutama dalam bidang pemerintahan. Sultan Pelalawan terakhir
Tenghu Said Harun bin Sultan Hasyim, sejak awal proklamasi kemerdekaan R.I1.

|



mehb,atkan dirinya sebagal pe;uang dengan membentuk berbagai barisan
petj rakyats erti barisan Pemuda Republik Indonesm, Tentara Sabilillah,
ber idapan seluruh aparat

kerajqan dan wi 1 tokoh masyarakat danrakyatPelalawan
belian menglkrarkm Sumpal kepada Republzk Indonesia, sekaligus
menyatakan Secara resmi bahwa beligu' selaku raja kerajoan Pelalawan,

kerajaan beseria seluruh aparattya dan wilayah kerajoan meleburkan dirinya
menjadi bagian a"arz Negam Kesdaman Republik Indonesia. Penegasan itu
diulan lagl dalam upacara bendera tanggal 29 Novensber 1945. Beberapa waktu
kemud kerajaan Pelalawan menjadi kewedanaan Pelalawan (Sultannya
kemu ian men]ada wedana Pelalawan dan berikutnya menjadi patth sampai
beliau,  mangkat 1959 digelar “Marhum Setia Negara™). Dalam proses berikutnya,

sesuar dengan peraturan Pemerintah RI,  status kawasan Kkerajaan bescrta
aparat;zlya pun beralih pula yakni -

Langgam yang dikepalai oleh Datuk Engku Raja Lela Putera kemudian
menjadi Kecamaian Langgam, Districk Bunut yang kepalai oleh Dawk Kampar
Samarn Diraja menjadi Kecamatan Bunut, Districk Pangkalan Kuras yang
dikepdlai oleh Damuk Laksemana Mangku Diraja menjadi Kecamatan Pangkaion
Kuras| dan Districk Serapung yang dikepalai oleh Datuk Bandar Sefia Diraja
menjadi Kecamatan Kuala Kampar. Para Datuk yang mengepalai kawasan itu
disebut Assister Wedana kemudian isitlahnya diganti menjadi Camat.

Sejalan dengan perubahan Districk menjadi Kecamatan, maka pemerintah juga
merubah  wilayah Pebatinarn menjadi Kepengluluan, kemudian seluruhnya
dijadikan Desa, sedangkan para Batin (Kepala Pesukuan) menjadi Penghulu
dan kgnuchan menjadi Kepala Desa di wilayahnya masing-masing. Bahken
sampa;x, sekarang, masth ada Batm atau keturunannya yang menjadi Kepala Desa.

Pada awalnya, perubahan status ini tidaklah menjadi masalah. Para Batin
Walaupun sudah menjadi Kepala Desa tetaplah melakukan “dwi fungsi” nya,
karena mereka berfungsi pula sebagai Pemanghku Adat (Pucuk Adat) dalam
pesukuan masing-masing. Dalam kurun waktu berikutnya terjadi pula pemekaran
desa, sehmgga wilayah Pebatinan yang sebelumnya menja(h satu desa dipecah
menjadi beberapa desa dengan Kepala Desanya masing-masing pula. Misalnya
wﬂaya}fx Pebatinan Tuo Napuh (kemudian menjadi Desa Pengkalan Lesung),
dimekarkan menjadi 5 Desa, yakni: Desa Pengkalan Lesung, Desa Ukui I, Desa
Ukui 1, Desa Dusun Tua dan Desa Tanjung Beringin. Menurut adat, walaupun
desanya bertambah, namun hak atas “ Hutan Tanah Wilayat Pebatinan” tetaplah
dipegang oleh Pesukuan dan Pebatinan asalnya, yang dipimpin oleh Batin Tuo
x\hpuh.



Setelah daerah Riau dibuka untuk HPH, HTI dan Perkebunan Besar dan
Indystri, maka masalah ‘tanahpun bennum:ulzm Para Kepala Desa, terutama yang
bukark Batin atan by da
merasa bahwa hak afas huts ah dal '
kekuqsamnya, apalagi ada pula atasannya yang mengatakan bahwa hutan tanah
semuanya mzlzk negara”. Sedangkan Batin dan Kepala Desa yang berasal dari
Batin || atnya tetap menganggap bahwa hak atas hutan tanah
tetaplah milik mereka, yakni “Hutan Tanah W’zlayat Pebatinan’nya. Lazimnya,
dalam menyelesmkan perbedaan pandangan itu, suara para Batin yang didukung
para / in) dan masyarakat adat selalu kalah dan diabaikan
oleh pihal g kekuasaan | Hal ini terbukti dari proses untuk .
mendapatkan perizinan lahan (lokasi) yang diberikan kepada pihak lain
(pengusaha) nyaris tak pernah melibatkan tokoh-tokoh adat tempaian. Semua
urusan selalu melalui jalur birokrat, fanpa memperhatikan hak-hak adat
masyarakat ‘yang ada di kawasan itu, dan fanpa memperhatikan nilai-nilai
budaya  tempatan, yang amat erat kaitannya dengan hutan tanah dan alam
’sekita'ﬁ;lyan
|

Ak%lbainya, apabila perusahaan memulai kegiatannya, selalulah diprotes oleh
masyarakat tempatan karena merasa hak-hak mereka diambil dengan “semena-
mena’”| sumber nafkah dan sumber nilai budayanya dikuasai orang lain secara
leluasa}, tanpa rasa hormat dan kepedulian terhadap mereka . Dari sisi lain, pthak
perusahaan -yang hampir seluruhnya berasal dari luar daerah Riou- sejak awal
kebanyakan #idak mengeiahui adanya hak-hak wilayat atau hak-hak adat
tempaian, dan tidak pula memahami budaya tempatan. Kebanyakan diantara
mereka tidak diberikan informasi mengenai hak-hak adat dan budaya tempatan
oleh pﬂmk birokrat, sehingga mereka merasa - dengan penzma.n yang sudah
dmulxkinya, mereka sudah berhak sepenuhnya menguasai lahan (lokasi)
dimaksid, dan dapat berbuat apa saja. (Kalaupun ada perusahaan yang
mengetahui adanya hak-hak adat, merekapun berpura-pura tidak tahu atau
sengaja tak mau tahu, apalagi bila ditanyakan keberadaan atau keabsyahan hak-
hak adat itu kepada pihak pemerintah, selalu mendapat jawaban yang tidak pasti
atau b%ahkan dikatakan tidak ada, dan tuntutan masyarakat itu dianggap

‘mengada-ada” saja). Akibainya, masyarakatpun merasa diabaikan merasa
dirugikan dan “dieprkosa” hak-haknya oleh berbagai pihak, sehingga merekapun
terus menuntut hak-haknya itu dengan berbagai cara.

Dalam beberapa hal tuntutan masyarakat adat itu ada juga yang diperhatikan
oleh pemerintah daerah Riau, karena pemerintahpun memahami bahwa tidak
semua tuntutan itu yang fidak beralasan atan “mengada-ada”. Tanggapan



pemerintah daerah Riau itu antara lain diwujudkan dalam Surat Keputusc;n
Gubernur Riau Nomor: Kpis/118/1X/1972, tanggal 18 September 1972 tentang:
Penebangan kayu yang dilindungi. S XK. dimaksud antara lain menyebutkan:

“.\. ... yang mutlak tidak boleh ditebang adalah:

1. *Pohon-pokon kayu Ringalang/Sialang dan pohon-pokon lainnya yang digunaka
! untuk sarang febah”.

2 !F‘Pokon-pohon induk dan pohon-pohon lainnya berdasarkan penetopan instansi -

| berwenang”.
|

Surat Ii(eputusan Gubernur Riau yang ditandatangani oleh Arifin Achmad ini,
nampaknya barulah sekedar melindungi pohon Sialang dan beberapa jenis
pohon kayu yang menjadi sumber nafkah masyarakat , tetapi tidak melindungi
“Rimb? Kepungan Sialang” atau “Hutan Tanah Wilayaf'nya. Padahal, justeru
rimba itulah yang menjadi sumber madu yang dihisap lebah. Dan S K. inipun
dilapan[ an diabaikan pula oleh para pengusaha, sehingga pohon-pohon yang
“dilindyngi” itupun sebagian besar sudah punah, dan sisa-sisa Sialang yang ada
tinggal f‘lergolek—goleic” dan “felanjang” di tengah padang sawit atau HTI tanpa
. Rimba Tﬁepungar_z_ ‘yang melindunginya.

Dalam era pertengahan 1980-an sampai awal 1990-an, di Riau mulai dibuka
perkebunan besar dan industri. Ratusan ribu hektar lahan masyarakat Petalangan
dan lahan masyarakal lainnya dibabat dengan semena-mena tanpa adanya
perhitungan ganti rugi atau kompensasi yang memadai. Maka gelombang
protespun semakin marak, tetapi sebagaimana lazimnya, suara rakyat inipun
lesap ditelan oleh hiruk-pikuk mesin raksasa yang menghabiskan hutan tanahnya.
Masyarakat tetaplah dipihak yang kalah, seperti ungkapan mereka: “kami adalah
mentimuyn bunglek, sedangkan para pengusaha don para penguasa adalah
durian 1yang berduri tajam, bila kami menggolek kami terluka, bila mereka
menggorlek dan menimpa kami akan lebih celaka”. Resa ketidok adilan inilah
yang 1l bat laun menjadi sumber ketidak puasan masyarakal, yang terus
dipenclilil bagaikan bara di dalam sekam, disatu saat akan marak dan meledak,
dan meI‘{j adi masalah yang berkepanjangan.

Di la angan, pembukaan lahan ini terus berlangsung, dan hutan tanah beserta
tanah g?Eapan masyarakat terus diambil, bahkan, ribuan kuburan, puluhan dusun
dan “kebun-kebun asal” mercka satu persatu dikuasi orang lain, digarap menjadi
padangi tekukur dan lautan sawit atau hamparan HI1 Kampung-kampung
merekapun akhirnya menjadi pulowe-pulau kecil ditengah samudera sawit, HPH,



HTL dan sebagainya. Nasib masyarakaipun semakin terdesak. ldan m.ergka
semakin merasa kehilangan hak milik dan hak hicupnya, karena izin loka;l para
pengusaha sudah sampai ke tengah kampung alan kesudut-sudui dapur rumal
penduduk. Bahkan setelah pabrik-pabrik dibengun, sungal d@ ‘suak serta
kawasan pemukiman dilanda polusi dan pencemaran lingkungan  yang
menimbulkan berbagai dampak negatif bagi hidup dan kehidupan masyarakat
tempata . Pembukaan lahan yang terus menerus itu menye_babkan s¢karang,
kebanvakan desa Petalangan luasnya ada yang hanya tersisa beberapa ratus
hektar § ngea jangankan untuk perluasan desa atau untuk berladang dan
berkebun, untuk mencari bahan bangunan rumah dan kayn apipun sulit, bahkan,
tanah pekuburanpun ada yang  kepada perusahaan. Padahal Bupai Kampar
melalui| suratnya tanggal 21 Nopember 1987 yang ditujukan kepada Kepala

Kantor |Wilayah Depariemen Kehutanan fro};z‘r’z;s*i Rian, telah menyatakan, antara
laiil: S e s : :

«7 Hutan Tanaman Industri (TI) yang dibangun oleh PT Satria Perkasa Agung
(Kontraktor), dalam kegmtanlmstumbang yang dikerjakan olek KUD Ingin Maju
Sorek Satu, PT. Serindo Ayu dan PT. Silva sebagai Sub Kontraktor, telah mencapai

Jjarak +400 M dari jalan Sorck-Bunut dimana disepanjang jalan lersebut terdapat

p;;nldmu penduduk dari Desa Balam Merah dan Desa Bagan Laguh Kecamatan

Bunut”. ‘

%2, Berjarak 2 Km kiri kanan jalan di belakang perkampungan terdapat Perkebunan karet
yang merupakan sumber mata pencarian pokok penduduk seria tanaman tanaman
latpnya”.

“3. Sebagaimana Saudara ketahui, kebijaksanaan yeng ditempuh Pemerintah Daerah
Tingkat II Kampar bahwae radius 1,5 v/d 2 Km dari Desa/Pemukiman Penduduk
adplah aeral cadangan untik pengembangan Desa dimasa yang akan datang”.

|

| Sehubungan butir (1),(2) dan (3) tersebut di atas, untuk menghindari keresahan-
keresahan penduduk dan dilain pihak pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTT)
d;ngixt diwujudkan, maka kami mintc agar kebun kdaret penduduk di inclove
(ditinggalkan) dan tersedianya areal untuk pembangunan desa dimasa yang akan

datang”
i

Na:ilun, dalam kenyataan, surat Bupati Kampar yang ditandatangani oleh
Saleh \DjasitSH (sekarang Gubernur Riau) ini nyars tidak dipedulikan oleh
pihak—iaihak yang bersangkutan, sehingga muncullah tuntutan dan gugatan dari
masyarakat yang merasa tanah garapan dan hutan tanahnya habis dan mendekati
kc:puny an.

Di dalam perkebunan pola PIR memang ada disediakan 20 % jatah untuk
masvarakat, Tetapi kenyataan menunjukan, kebanyakan yang mendapat jatah




i tempaian. Hal ini terjadi karena memang ada sebaglan
yang Andak mau mengambzl Jaizhnya karena wakm it

yak lagi diambil dan Mm atauyang seugaja dyua]

}’ermaman im  tentulah semaklh meﬁyéngsax‘akan

Sebagian tuntutan itu ada juga mendapat
dan pemenntah daf.rah Riau. Salah satunya adalah dengan Surat

l
“3. % Terhadap areal tersebut di atas apabila terdapat hutan Kepungan Sialang dan
hutan Larangan supaya dikeluarkan (Inclove) sesuai dengan Surat Keputusan

} Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts 118/1X/1972, tanggal 18
| September 1972”

“3. 3 Seandainya hutan Kepungan Siglang den hutan Larangan tersebut akan
[ dimanfaatkan oleh perusahaan, pelepasan haknya harusiah ditanda tangani oleh
[ Pemangku Adat Pesukuan setempat atas keputusan musyawarak adat kemudian
| diketahui olek Kepala Desa dan Camat”
\ 4

“3. é Jika terdapat kebun rakyat/tanak garapan penduduk Yyang terdaput di dalam izin
fokasi ini, sepanjang penduduk yang bersangkutan bersedia dilakukan ganti rugi
| harus melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Kampar”
| “Namun apabila penduduk yang bersanghutan tidak bersedia dilakukan ganti
: rugi maka terhadap kebun rakyat/tanah garapan penduduk tersebut harus

| dikeluarkan dari perkebunan..,

“3.5. Dalam pembukaan hutan/penggunaan tanah di dalam izin Lokasi ini harus
dijaga kerusakan/pencemaran linghungan ....”

Surat Keputusan Gubernur ini, sayangnya fidak bersifat menyeluruh, tetapi
sepanjang yang kami amati hanya tercantum di dalam butir-butir Izin Lokasi

|
|




(PT Musim Mas) saja, scd;mgkaq di
butir seperti diatas belum d?ketghm.

mur ini .secara tersiral su.dah
ayat Pelalangan”, karena secara jelas
dan “Hutan Larangan” yang sglamaxm
Wilayat Petalangan” itu sendiri. Namun
1ah ada, baik dalam bentuk Surat Keputusan
entuk Peraturan Daerah Riau.

i tangeal 15 Juli thun 1999 ditetapkan Peraturan Dacrah Kabupaten

. No.12, tentang Hak Tanah Wilayat, dan pada tanggal 24 Juni 1999

¢ raturar yteri ? Nasional
i  Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan
;:lfzia T ang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

Perjuangan masyarakat Petalangan untuk mempertahankan hak-hak adatnya
(Hutant Tanah Wilayaf) dikokohkan lagi melalui Keputusan Musyawarah
Lembaga Adai Petalangan tahun 1996 dan dipertegas lagi melalui Keputusan
Musyawarah Besar Lembaga Adat Petalangan tahun 1998, di Pusat Budaya
Petalanigan, Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras. Mereka selain menuntut
pengakuan atas hak-hak adamya, juga memohon agar dilakukan pengukuran
ulang \terhadap luas areal perusahaan yang beroperasi di kawasan mereka,
karenal adanya indikasi bahwa luas lahan yang digarap perusahaan-perusahaan
dimaksud sudah melebihi izin lokasi yang dimilikinya.

Selain itu, Lembaga Adat Petalangan membentuk 7im Penyelesaian
Permasalahan, yang dikukuhkan oleh Bupati Kampar yang melakukan
perundingan langsung dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan yang terjadi, baik menyangkut hak-hak adat dan milik masyarakat,
maupun mengenai tenaga kerja dan upaya lainnya yang dapat menjadi sandaran
hidup masyarakat (kemitraan, bina desa, dll).

Upa;ya ini nampaknya mulai menunjukkan hasil walaupun belum dapat
menyelesaikan seluruh permasalahan. Ini ditandai dengan beberapa perusahaan
sudah melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan, dan sebagian
sudah pula melakukan ikatan kerjasama. Bahkan, sebagian dari tuntutan
masyarakatpun sudah mereka penuhi. Namun karena permasalahannya sudah
berbelit-belit dan berlangsung lama, tentulah banyak hal yang perlu dikaji ulang,
dan banyak pihak yang perlu didengar keterangannya, dan banyak tuntutan yang



perlu dunusyawarahkm dengan berbagai pihak..Apalagi, masyarakat yang sudah
k}ehxlang,an kesabaran, mulai melakukan aksi-aksi sendiri, yang sebagian

pihak ketiga, schingga banyak hasil kesepakatan yang menjadi
“menias ataurtértunda pelaksanaannya, atau bahkan hilang begitu saja

Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, dan dlberlakukannya UU No. 22

rmasalahan hutan tanah di daerah ini. Dan tentulah
diharapkan agar penyelesaian itn adalah  penyelesaian yang adil, yang
mengwétungkan semua pihak, yang dapat merekat persebatian antar semua
pihak, Esehmgga terwujudnya  keserasian, kerukunan, kesejahteraan dan
kenyam)lman baik masyarakat maupun para pengusaha dan pemeriniah.

1L LA'I{AR BLLAKANG “HUTAN TANAH WILAYAT * PETALANGAN

Sebdian untuk Izak wilayat atan hak ulayat yang dikenal dalam kepustakaan
hukum ‘adal di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah tidaklah
selalu sia.ma Namun demikian, masyarakat hukum adat memberikan deﬁnm hak
wilayat Jtll “Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat
hukum \adat fertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan hidup para
warganya untuk mengambil manfaal dari sumber daya alam, termasuk tanah
dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang
timbul dari hubungan secara lahiriah don batiniah turun temurun dan tidak
putus qniara hukum adat, masyarakat hukum adal dengan wilayah yang
bersangkutan”

Lazimnya, hak wilayat mengandung : unsur “ hukum perdata” dan unsur
“hukum| publif®. Unsur “hukum perdata” yaitu sebagai hak kepunyaan bersama
para warga masyarakat hukum adat yang bersanghutan atas ianah wilayat yang
dipercayai berasal dari yang semula sebagai peninggalan nenek moyang yang
merupakan “karunania suate kekuatan gaib” sebagai pendukung utama
kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup. Sedangkan unsur “hukum
publil” |yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan,
penggunaan, dan penguascan lanah wilayat tersebut, baik dalam hubungan
kedalam (interen) dengan para warganya sendiri maupun hubungan keluar
dengan orang-orang bukan warga tempaian..
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entuan dan pembuktion ada aau fidak nya hak wilayat, sebagaimana
dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negera Agraria/Badan
‘ Mzszomzl (No.5 Tahun 1999) dapat didasarkan kepada tiga unsur

ir masyarakat adat, terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa
leh tatanan hukum adamya sebagai warga bersama suatu
tian hukum fertents, vang mengakui dan menerapkan kelentuan
sekutuan tersebui dalam kehzmpan sehari-hari.

’ lmlayah, yaitu terdapamya lanah wilayat tertentu yang menjadi
‘ngan hidup ‘para warga persekutuan hukum tersebut dan tempainya_
men;ambzl keperluan hzdup seharz—han

3. - “'y‘btimgan anlara masyarakat lersebut dengan

“wila knya, dan xerdapatn tatanan hukum adal mengenai pengurusan,

gZasaan dan penggiznaan danah wzlayalnya yang masih berlaku dan
ditnat oleh para warga persekuman hukunt dimaksud.

Dengan mengacu kepada ketlga unsur di atas, jelaslah bahwa masyarakat di
daerah |ini, khasnya masyarakat Petalangan, memenuhi ketiga kriteria atau
persyaratan itu, sehingga mereka harus diakui masih memiliki huan tanah
wzlayal?eya yang mereka warisi turun temurun sejak ratusan tahun yang silam
sampai ‘sekarang

: Sejérah Riau mencatat, bahwa kepemilikan hutan tfaneh di kawasan ini
hakikatnya berpunca dari berdirinya kerajaan “Pekantua” sekitar tahun 1380 M
dengan raja pertamanya Maharaja Indera (1380-1420 M) berpusat di “Pekantua”
(sekarang Dusun Pekantua, Desa Tolam). Sekitar tahun 1505 M kerajaan ini
dikuasai Melaka, dan oleh raja Pekantua yang berasal dari Melaka (Sulian
Aﬁmaw'gr Syah 1505-1511 M) nama kerajaan itu diubah menjadi “Pekantua
Kampar” yang berpusat di Bandar Tolam, kemudian berpindah ke Bandar Nasi-
nasi dan berpmdah lagi ke Tanjung Negeri. Kemudian sekitar tahun 1725 M
nama kerajaan ini dialih oleh Maharaja Dinda II (digelar juga Maharaja Lela
Utama)| menjadi kerajaan ““Pelalawarn’”, dan berpusat di Sungai Rasau (sungai
Pelalawan, anak sungai Kampar) dan terakhir berkembang sampai kota
Pelalawan sckarang. Nama Pelalawan itulah yang terus berkekalan sampai
kerajaan ini berakhir 1946 M.
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Dalam kurun wakiu yang panjang itu, penguasaan dan kepemilikan hutan
lanah $udah diatur oleh masmg -masing raja, kemudian disempurnakan setelah
Sulian bdurrahman menjadi m Pelalawan (1798 1822 M), Penyempurnaan

m mengenm kepemilikan ‘hutan tanah ini terus berlanjut, terutama di
zaman Sultan Jaafar (1866-1872 M), dengan membuatkan “Swurat Keterangan
Hiutan | T analt’ yang lazim pula dlsebut “Geran Sultan”.

ﬁ

|
Ketika 2 Said Abdurrabman (1798- 1822 M) adik Sultan Syarif Ali Siak Sri
Indrapura ditabalkan menaiki tahta kerajaan Pelalawan mengganukan Maharaja
Lela Il (disebut j Juga Mkaraja fela. Dxpatz) belian mema?dumatkan antara
lain: |
)
1. ;“Adat mﬂadat yang berlaka dalam kerajaan Pelalawan tefep diakui dan
gdtber!aku}.an sebagmmana bzasa, dan raja tidak akan mencampurinya”

2.4 !Selum}x hak milik rakyat d{m pesukuan tetaplah menjodi hok milik mereka seperti
sedzaka!a 2

3. ‘fKedudakan Kepala Pesukuan dan Pemanghu Adat (Batin dan Ketiapan) tetapiak
is'epeﬂi semula”

4. “Ma}mraja Lela II ( Maharaja Lela Dipati, bekas raja  Pelalawan) diangkat
menjadi Orang Besar Kerajoaan Pelalawan, digelar “Datuk Enghu Raja Lela
\Prutera”, dan berwenang metyadz “Pucuk Batm Kurang Satu Tigapruluh

5. “Tefkadup penduduk “ba*waaﬁ” (yakni pendatang baru yang ikut bersama Said
Abdurra}:man) ketentuannya akan diatur dan ditetapkan kemudian”

6. “Hutan T anah, suak dan pulau, tasik dan danau yang belum berpunya seluruhnya
dikuasai oleh raja, dan penggunaannya diatur oleh raja”

Keblj akan Sulian Abdurrahman ini kemudian menjadi acuan dasar bagi raja-
raja Pelalawan berikutnya sampai yang terakhir. Bahkan, dizaman Sultam Jaafar
(1866-1872 M), hak-hak adat ini dikukuhkan dengan memberikan “Surat
Ka‘er(mgan Hutan Tanak’ yang lazim disebut “Geran Sultw?’ kepada semua
Pebannan di kerajaan Pelalawan, sckaligus kepada siapa saja yang, mendapat
hutan tanah dari Sultan (diluar milik Pebatinan). Surat-sural ini lazimnya
diperbaharui oleh Sultan Pelalawan berikutnya. Surat-surat inilah yang menjadi
landasan hak atas hutan tanah dimaksud secara turun-temurun

Menjelang akhir pemerintshannya Sultan Jaafar menegaskan pula pembagian
hutan tanah di kerajaan Pelalawan, antara lain:
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1. Seluruh “Huton Tanah  Pebatinan” yang disebut “Pebatinan Kureng Satu
|Tigapuluh” tetaplah menjedi hak mzixk mereka  turun-temurun, Sultan selain
| mer n . Hutan Tanah” tamt pula

2 Tanckmnait yang belum beqpunya, terutamg yang terletak di daerah pesisir. sungai
“Km@ar bmgga ke kualanya, diserahkan kepada “rakyat bawaan” dan Orang-
| Orang Besar K erajaan Pelalawan. Tanak-tanak ini ada yang bolek dimiliki turun-
’temamn seperti “Hutan Tanah Wilayat Petaiangan” ada pula yang bersifat
;szmentam atau sekedar menggarap sajo. Hutan tanah inipun. tidak boleh dxper;/ual
:bellkan ke pl]mk luar, kecuaii atas persetujuan Sultan. T "erhadap tanah-tanah ini
Sultan Juga memberikan “Surat Keterangan Hutan Tanah” kepada pemiliknya
| masing-masing. Hutan tanak ini disebut “Tanah Ayat” atauw “Tanch Kayat’.
|Secara umum tanah ini dari pinggir sungai Kampar ke daratnya di tetapkan
’“sepmggal gendang basah” atau “tiga tahun naik peladangan padz” Dan lazim
| pula ditetapkan, bakwa bila tanah itu terletak di anak-anak sungai Kampar, maka
\Iebar tangh ini ke daratnya "sepercik air dayung” atau “sepeluncuran galah”.
Secam wmum hutan tanah yang di pinggir sungai ditandai dengan “tempat rengos
\dan cempedak air tumbuh”.

3. | Tanak-tanah tumbuh dan tanah baru, serta tanak-tanak yang tidak termasuk
| dalam “Hutan Tanak Wilayar Pebatinan” dan “Tanak Ayat” atau “Tanak Kayat”
| menjadi milik Sultan pribadi dan keluarganya, dan boleh diberikan Sultan kepada
| siapa saja. Tanah ini disebut “Tanah Tumbuh” atau “Tanah Menyorong”, karena
lazimnya terdiri dari pulau dan tanjung atou sisa-sisa tanah yang tidek dimifiki
orang lain. Tanah inilah yang diberikan Sultan kepada keluarga ateu sahabat
terdekatnya, atau untuk Higarap olek anggota masyarakat yang memeriukannya.

Perlt diketahui, bahwa “Surat Keterangan Hutan Tangh’ atan “Geran
Sultari! yang diberikan raja Pelalawan kepada setiap Pebatinan, berdasarkan
kepada| “fombo” atau “ferombd’ masing-masing pesukuan (Pebatinan).
Sedangkan “Surat Keterangan Hutan Tanaki’ yang diberikan kepada Orang-
Orang | Besar Kerajaan dan anggota masyarakat diluar Petalangan tidaklah
memerlukan “tombo”. Tetapi kepada siapa saja yang menerimanya diwajibkan
untuk menyimpan dan memegang surat tersebut sebagai “fombo” bagi anak
cucunyn, sepanjang belum ada pembatalan atau pencabutan dari Sultan atau
sepanjang surat dimaksud masih berlaku, atay sesuai dengan hak yang diberikan
kepada| penerima surat dimaksud. Di dalam ketentuan adat di kerajaan
Pelalawan, Sultan boleh  memberikan  atau “mengkaruniai”  atau

“menganugerahkan” hutan tanah miliknya kepada siapa saja dengan ketentuan:
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n kepada seseorang karena jabatannya, dan menjadi haknya selama ia
‘ abaton dimaksud, sesudah berhenti, hutan tanah itw kembali

| Diberikan kepada seseorang selamia orang tersebut masik hidup, dan bila
{meninggal hutan tanah itu kembali menjadi milik Sultan. .
c ;Diberikzm kepada seseafag;g sampai ke anak cucunya, sepanjang ia memiliki

keturunan yang syah. Bila tidak ada anak cucunya, maka hutan tanah itu kembali
imenjadi milik Sultan. ; :

d. Dz n kepada seseorang untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk
berladang padi selama tiga tahun berladang, kemudian dikembalikan kepada
Sultan. :

e. Kepada seluruh orang yang menerima pemberian atau “anugerah” atau “karunia”
Sultan, diwajibkan untuk “mengunghung kedono” yakni: memanfaatkan dan
(memelihara hutan tanah tersebut, dan tidak boleh diperjuai belikan kepihak lain.

|

_ﬁ’ang boleh dimanfaatkan atau dikuasai oleh orang-orang yang menerima
pemberian atau “anugerah” atou “karunia” Sultan hanyalah hasil hutan dan
permickaan tanak, sedanghkan hasil yang terkandung di dalam tanahataw hasil
(‘galian-galian” tetaplah menjadi milik Sultan. ~

.

Dengan mengacu kepada ketentuan adat itulah para Sultan Pelalawan
membeﬁkan hutan tanah “anugerah” atauw “karunia” nya kepada sesiapa yang
dipanda}‘lgnya patut untuk menerimanya. Dan batas-batas yang diberikan selalu
disebutkan, sedangkan batas waktu kepemilikan amat jarang disebutkan, karena
lazimnya disampaikan secara lisan di hadapan para Datuk Empat Suku dan Orang
Besar Kerajaan. Dan lazimnya, semua pihak sudah memaklumi ketentuan adat
dmlaksufd, dan tidak ada yang berani melanggarnya, karena pelanggaran dapat
memmbulkan “musibak” yang disebut “termakan sumpak’ atau “ditimpa kutnk”
atau “kena pedaka” atau “dimakan daulat”atan “ketulahan”.

Dari|sisi lain, “fombo” Petalangan ada yang disebut “fombo pandak’ (tombo
pendek), yakni langsung menyebutkan nama tokoh utama pesukuan atau Batin
yang, p;ertama sekali “membuka” hutan tanah atau yang pertama sekali
mendapatkan hutan tanah dimaksud, kemudian menyebutkan lokasi dan batas-
batasnya; ada pula “fombo panjang” yang dituturkan dalam bentuk cerita rakyat
(tradisi lisan) disebut “Nyanyi Panjang” yang memang secara panjang lebar
menceritakan asal-usul pesukuan atau Pebatinan dimaksud (salah satunya adalah
Nyanyi Panjang “Bujang Tan Domang” yang menceritakan asal-usul dan hutan
tanah pesukuan Mon#i Raja di Talau Betung). Karenanya, setiap Batin dan
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Pemangku Adat wajiblah mengetahui “fombo” pesukuannya, dean mematuhi tata
batas ymg disebutkan di dalamnya_ Selanjutnya, adat Petalangan mengatur
secara [rinel tentang pemanfaata ;
beserta F;lluruh isinya, yang kemudian
oleh seﬁap orang dan berlaku turun-temurun.

Adai Petalangan mengenal pula apa yang dls“ebut “Tombo Induk’, yakm
“fombo” yang. menceritakan “asal muasal” hutan tanah dari beberapa
“Pesuhian secara umum, yang dijadiken dasar “fombo” Pesukuan yang
disebutkan dalam “7 ambo Induk” dlmaksud Contoh “Tombo Induk’ antara lain
(diring askan)

-. Konon, tersebutiah tiga orang yang ingin mencari hutan tanah di sungai
J{mpar Mereka datang dari laut (di dalam salah satu Pesukuan disebutkan dari
hor). Ketiga orang itu adelah:

iYang‘ tug Batin Muncak Rantaw, ia berniat untuk membuka hutan tanah di
daerah “rimba dalam”, tempat air segantang selubuk, tempat “sedongkang” (iyang-
tyfﬂng rimba) selalu berbunyi, tempat nan banyak ikan “bocat” dan “tempaio®,
te;mpamya di guguk (di hulu-hulu) sungai..”

“Yang tengah Tuk Patih Jambuano”, ia berniat membuka hutan tanak di daerah
“berkeiambu resam, berbantalkan tempuyung” (sarang semut), berkambingkan
r’ajarzg berayamkan kurau, yakni di tanah daratan dan pematang.”

“Vang bungsu Tuk Raja Bilang Bungsu, ia berniat membuka hutan tanah dimana
“air pasang-pasargan, tebing lembak-lembakan, orang tawan-tawanan, yang kena
percik air dayung”, yakni di daerah pesisir sungai Kampar..”

“.Setelah ketiganya memudiki sungai Kampar, mereka kemudian berpisah, mencari
hutan tanah yang sesuai menurut niatnya masing-masing ... ... 7. -

“Tuk Batin Muncak Rantau memudtkz sungai Kampar sampai ke sebuah sungai
yang airnya hita. Ketika ia hendak memudiki sungai itu, perahunya terhalang oleh
batang kayu yang melintang di sungai itu. Kayu itu hanya tinggal terasnya saja. Tok
Batin Muncak Rantau memotong kayu itu, Ketika dipotong, keluarlah getahnye,
merak kehitam-hitaman seperti nilo. Moka sungai itupun dnamakannya sungai
“Batang Nifo". Selanjutnya Tuk Batin Muncak Rantau meneruskan perjalannya ke
hulu sungai itu, kemudianmenetapdisatutempat yang bernama “Dusun Tuo”... ”

“Tik Patih Jambuano, orang kedua dari tzga serangkai itu, memudiki sungai Rasau,
salah satu anak sungai Kampar (sungai ini kelak menjadi tempat pusat kerajoan
Pélalawan, dan disebut “Sungai Pe/aiuwan”) Tuk Patik di dalam perjalanannya
difrngi pula oleh tiga orang pengiringnya, yakni: Tuk Lintang, Hulubalang Molek
Betuang dan Hulubalang Tataran Sogo. (Nama “tataran sogo” sebenarnya adalah
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wbuano). Sesampuinya mereka di tempat
: - minta izin kepada Tuk Patik Jambuano

il hutan tanah di sebelah kiri mudik sungai
ng ini kemudian dikenol sebogai

“Di dalam perjalanan selanjutnya, Tuk Patih sampai pule ketempat yong bernama
“Kuala Lelan Delik”. Di situ Hulubalang Molek Betuang minta izin kepada Tuk
Patih Jambuano untuk menetap membuka hutan tanah. Keturanan Hulubalang
Molek Betuang iniiah yang kemudian dikenal sebagai “Pesukuan Botin Delik... 2
“Selanjutnya Tuk Patik Jambuano bersama Hulubalang Tataran Sogo meneruskan
perjalanannya, sehingga sompailoh ke tempat yang bernama “Panshalon
Sengkomang Dayun”. Di situlak ia menetap dan membuka hutan fanaknya, dan
hutan tanak sehelilingnya menjadi hutan tanah wilgyatnya. Keturunan Tuk Patih
Jumbuano ini kemudian dikenal sebagai “Pesukuan Batin Dayun”. Sedangkan
Hulubalang Tataran Soge diangkatnya menjadi “Antan Antan” Dayun dengan gelar
“Untan Antan Berdarah Putih”,

“Yang paling Bungsu, yakni Tuk Raja Bilang Bungsu, dalam perjalanannya ke

kulu sungai Kampar, akhkirnya sampai ke tempat yang kemuwedian dinamakan
“Tambak Segati”. Disitulah ia menetap dan membuka hutan fapahnya. Pada
mulanya, daerah itu bernama “Ranah Tanjung Bunga”, kemudian setelah pindak ke
pinggir sungai Kampar, disebut “Langgam”....."

Selain dari “Tombo Induk”, masyarakat adat Petalangan memiliki pula
“tombo| pandak’ yang intinya memperjelas lagi “Tombo nduk’nya. Di dalam
“tombo|pandak” dari “Batin Muncek Ranta”, disebutkan pula:

“\Tersebutlah seorang yang bernama “Tuk Semjayo Panjang Gigi”, berkayuh
menghiliri sungai Nilo. Pade suatu tempat ia bertermu dengan “Tuk Demang Serail”
yang dating dari hitir. Mereka berbantah meperebutkan batas hutan tanah masing-
sing. Sedang mereka bertengkar itu, datangiah “Tuk Kancil Boli”. Ia menawakan
dirinya menjadi penengak untuk menyelesaikan perselisihan menentukan batas
utan tanch itu. Setelak kedua orang yang bertengkar itu setuju, maka Tuk Kancil
0li” memetik setangkai bunga, kemudian melemparkannya ke sunggi Nilo. Kedua
orang yang bertengkar tadi disuruhnya merebut bunga ite. “Tuk Senjayo Panjang
Gigi”  berkasil mendapathan bunganya, sedangkan “Tuk Demang Serail”
mendapathan tangkainya, Oleh “Tuk Kaneil Boli” diputuskanlah, bahwa: “karena
T uk Senjayo Panjang Gigi” mendapathan bunganya, maka ia berhak memiliki hutan
tanah di sebelah hulu tempat ite, Sedangkan “Tuk Demang Serail” yang
mendapathan tanghai bunga, berkak memiliki hutan fanah di sebelak hilirnya. Maka
tempat mereka memperebutkan bunga itu dinamakaniah “Lubuk Kembang Bunga’.
Tempat itu menjadi tempat kedudukan “Tuk Senjayo Panjang Gigi”, yang juga
dgelar “Tuk Batin Muncak Rantan”. (Tempat itu sampai sekarang menjadi Desa
Lubuk Kembung Bunga, Kecamatan Penghkalan Kuras).

b we
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Di dalam “Tombo Induk’ hutan tanah Batin Tua Napuh, Pangkalan Lesung
antara 1a1n d:sebutkan

Konan, tersebutlak “Tgk Ikai ‘Pandak Long: n” yang dating dari negm Johor,
mencari huton tanak di sungai Kempar. Semmpd ya di sungai Kampar ia kemudian
bertemu dengan “Tuk Bauk” yang datang dart unung Hijau. Kemudion dating pula
“Tu Qyo” yang juga datang dari Gunung Hi, iau, Bertemuiah ketiganya di perbatamn
dengan Inderagiri, di tempat pertemuan itu tanalmya berbefang’belang, maka tengpaz itu
meréka mzmakanlak “Tanah Bolang”.. 'd 2y 3

Selanjutnya dl _dalam “Iambo pandaff’ Batin Tua Napuh dlsebutkan pula
antara liam

“Idonon, tersebutlah seorang bernama “Tuk Bauk” yang dating dari Gunung Hyau.
Setelah menetap beberapa lama di Kerumutan, timbullah niatnya untuk mencari hutan
tanak ke daerch lain. Berangkat “Tuk Bauk” menuju ke hulu sungai Kerumutan dan
sampai le sebuah tempat yang bernama “Sebokal Bekuak”. Disanalah ia membuat
- kampung. Kampung itupun dinamakan “Sakgian Losung”, yang kemudian menjadi
“'Pangka!au’ Lesung”.

“Dalam pada itu datang pula beberapa orang lain untuk mencari hutan tanak bagi
kaumnya. Yang datang itu terdiri dari kaum “Tuk Oy 0" yang dating dari Gunung Hijau
dan kaum “Tuk Ilal Pandak Longan” yang dating dari Johor”. Maka bertemulah “Tuk
Bauk” dengan “Tuk Oyo” dan “Tuk Ikal Pandak Longan” di perbatasan antara
Eampar dengan Onderagiri, yang tanah di situ “berbelang-belang”, maka tempat itupun
dmamakan!ak “Tanah Bolzmg”

“Kemudwn, ketiga orang ttu berpisah pula. “Tuk Oyo” pergi ke Inderagiri, “Tuk
Bauk” menuju ke Tanah Napuh dan * Tuk Ikal Pandak Longan” menuju ke
Kerumutan. Sebelum ketzganya berpisah, mereka mengadakan perjanjian, yang
menyepakati bahwa: “hutan tanah” yang berguguk ke matahari hidup adolah milik
g i uk Bauk”. Yang berguguk ke grak matahari mati, yang ditumbuhi daun kayu “Salah
Kw”, yang ado ikan “toman” dasn “jalai”, milik “Tuk Ikal Pandak Longan’.
Sedahgkan “Tuk Oyo” memiliki tanah yang anak sungoinye cucur ke Kuanian
Indei‘agtri. " Tuk Bauk” inilyang kemudian dikenail sebagai “Batin Tuo Napuh".
T emgat mereka memutuskan runding dan mengikat janji itu adalah di “Sibokal
Bekuak”, yang kemudian menjadi batas Kerajaan di Kampar (Pekantua Kampar-
Pelalawan) dengan Kerajaan Inderagiri..”

Perbiildsan i kemudian dijadikan “batas resmi’ anlara Kewedanaan
Pelalawan dengan Taluk Kuantan, sebagaimana tercantum di dalam Keterangan
yang dibuat Batin Tuo Napuh ( Batin Jalil) tanggal 22 Juni 1947, yang diketahui
oleh Wedana Pelalawan (A.Wahab) taanggal 5 Mei 1948) yang secara lebih rinci
menyebutkan:.
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“MoelaZ dari koeald Soengai &endoeang sampai ke Loeboek Soegol mendaki kerimba
Kompas Dua, sebela lapoeh don sebelah kiri bahagion lain. Moelai dari rimba
K Doea diikoe o¢ mpai ke doesoen Toek Penatih sampai

ening sumpoi ke Sialang

u Soengoi Keraing. Air jong
yja. Tinggalan danau soengai
soengai Napoeh, sebelah Firi
lfain. Dimoedilkan Soengai

' ﬁnggqlaur § Sgeggai Peragaian

odak Tengasa. Tinggalan Tjebodak Tengasa sampai ke Sialang Diompang.
Tinggalan Sialang Diompang sampai ke Pematang Lipai. Tinggalan Pematang Lipai
sampai ke Titian Djangkar, sebelah kanan tanah Napoeh sebelah kiri bahagian lain.
Tinggalan Djanghar dihilirkan Soengai Keroemoetan hingga sampai ke Koeala Soengai
Gendoeang, sebalah kanan hilir tanah Nupoch Sebelah kiri hilir bahagian lain.

Sckianlah keterangan kita jang tetak kita ketahui darz jang toea2.

Pangkalan Lesoeng 22-6-1947

Diketahui oleh: Dari kita Batin toea Tanah Napock
Wedana Pelala ;
Tertjap dan dto. Dto.
A Wahab Dijalif

Disalin dengan sebenarnja oleh:
Djoeroctoelis Usaka tingkat I P.Pradja
Dto.
(M. Joesoef Ar)
(Kutipan dari salinan yang dibuat” M.Joesoef Ar. Oleh 7.8 Djaafar. M. 1951 dan 1958 M)

Di dalam bagian lain dari “fombo pandak” Batin Tua Napuh, yang
dituturkan secara lisan disebutkan pula “asal muasal’ hutan tanah Pebatinan ini,
antara lain:

“Tak berapa setelah Batin Tuo Napuh menentukan batas-batas tanah wilgyatnya, dating
pula seorang perempuan dari Inoman (Inderagiri) bermama “Nek Sangko Bulan”.
Perempuan itu menghiliri sungai Pantan (hulu sungai Napuh) menuju Pangkalan
Lesung. Tetapi ketika ia sampai, Batin Tuo Napuh “Tuk Bauk” sudah meninggal dunia,
Penggantinya adalak Batin “ Belero®. Batin ini merasa tertarik kepada “Nek Sangko
Bulan| dan meminangnya, tetapi ditolaknya. Beliau hanya bersedia menjadi “Saudara
Gito”, maka dilakukanlak upacara “begito”, mengaku bersaudara dunia akhirat, yang
disaksikan oleh “Nek Janggut” dari Pesukuan Batin Mudo Genduang ...."
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“K ian, sebagai “tanda pegitoan” Batin “Beiero” memberi “Nek Sangko Bulan”
sebahagian hutan tanah wilayatnya yang di Inoman. Tanah yang diberikan itu adalah:
“....Tonah di tepi sungai Napuh sampai ke sungai Banu Humpah Lambung, jouh ke
daratiye sepenggunl gendang basch. Dimulai dari Pangkalan Balai terus ke hulu
Na, (Pantan), sompai ke Banu Humpah, terus ke hulu sampai ke hwlu-hulunya,
adalak menjadi milik Nek Sangko Bulan... ... "

“Keturunan “Nek Sangko Bulan” ini kemudian digelgr “Batin Hitam Napuh”. Seckitar
tahun lJ 938, karena ade kesalghan yang dibuat Batin Hitam waktu itu, maka gelar dan
hak atas  hutan tanah wilayatnya dicabut oleh Tenghu Pangeran dari kerajaan
Pelalawan. Sejok itu, hutan tanah wilayat Batin Hitam Napuh (warisan Nek Sangko
Bulan yang didapatnya dari Batin “Belero”) dikembalikan kepada Batin Tuo Napuh..."”

Selain dari “fombo pandak’ masyarakat Petalangan memiliki pula “fombo
batas htlttan tanah”, atau “tombo lotak hutan tanak” yakni “lombo” yang
menjelasli{an “tatabatas” hutan tangh yang menjadi milik Pesukuan masing-
masing. e o
Salah satu contohnya adalah mengenai “Hutan Tanak Wilayaf® Batin Mudo
Genduang, disarikan sebagai berikut:

“Ki érwn, hutan tanah wilayat Batin Mudo Genduang adalah milik Batin Tuo Napuh
(Batinl Belero) yang diperolehnya sebagai pemberian dari “Batin Tanah Air*
Kerumptan, ketika mereka melakukan upacara “begito”. Hutan tanak “tanda begito™
itulah yang kemudian diberikannya kepada Batin Mudo Genduang....”.

| :

“Ad;apun asal Batin Mudo Genduang itu adalah anak kandung Batin “Belero” yang
bernama “Janggut”, “Janggut” ingin sekali hendak menjodi Batin, tetapi adat tidak
manbdiehkan anaknya menggantikon ayaknya menjadi Batin, karena yang berhak
adalah| “kemanakan”. Maka “Janggut” merasa kecewa, dan berniat akan meninggalkan
Tanah| Napuh. Oleh Batin Tuo Napuh (Belero), diadakaniah musyawarah dengan
seluruk Ketiapan dan anak! kemanakannya dalam Pesukuon Napuh. Akkirnya
disepakati, bakwa “Janggut” boleh dijadikan “Batin®, fetapi tidak di Tanak Napuh.
Maka dibertkaniah oleh Batin Belero hutan tanaknya yang diperolehnya dari “Batin
Tanah |Air” Kermutan ketika mereka “begito”. Hutan tanah itulah yang kemudian
menjadi “Hutan Tanah Wilayat” Batin Mudo Genduang. Dan “Janggut” pun diangkat
sebaga‘f “Batin” dengan gelar “Batin Mudo Janggut” di Genduang..”

“Adapur kutan tanahnya dimulai dari “Tanah Bolang, terus ke Kuala Sni, terus ke
Permatang Sialang Gonting, menuju ke guguk Batang Empah. Dari situ terus ke Sakai
Liak-e‘iézk, terus ke Petaling Bertanam. Dari situ terus ke Bakal Cempodak Kuning, terus
prla ke Payo Atap, terus lagi menghilir cucuran anak sungai hulu Kerumutan. Dari situ
menghilir sungoi Kerumutan sampai ke Genduang....”
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Contoh-conioh seperti di atas dapat dilihat dari semua “tombo pandak’ dan
“tombo fotak hutan tanah” pada semua Pebatinan Petalangan. Sebab tanpa
“tomba” ‘Emereka tidak akan dianggap “syah” memiliki hutan tanah wilayatnya. -

Selanjut, pada masa pemerintahan Sulian Jaafar pula ditegaskan pembagian
kelompok masyarakat di kerajaan Pelalawan beserta hak-haknya. Penegasan itu
antara lain: :

E

i > ;i X 7
1. “Rakyat Darat”, yakni masyarakat Petglangan yang juga disebut “Pebatinan
urang Satu Tigapuluh” atqu “Melayu Darat” . Mereka ini memiliki “Hutan
Tanch Wilayat” yang dikukuhkan olch Sultan Pelalawarn.

2. “Rakyat Pesisir dan Pulaw”, yakni masyarakat yang diluar Petalangan dan
ermukim di Ppinggir-pinggir sungai dan pesisir pantai Sumatera dan di kepulanan
yang masuk wilayah kergjaan Pelalawan, lazimnya disebut “Melayu Pesisir”.
asyarakat ini dapat memililki hutan topak tetapi atas “karunia” atau
pemberian” Sultan. Kepemilikannya dapat berlaku turun-temurun; dapat pula
sebagat “tanak garapan” semasa ia masik hidup. Penegasan hak ini dikeluarkan
o'feh Sultan Pelalawan seperti terhadap hak adat Petalangan.
i
3. “Rakyat Dagang”, terdiri dari para pendatang, dan menetap sementara dan tidak
da mau “masuk” ke dalam salak satu peswhuan atau masyarakat yang ada.
Mereka ini tidak mendapathen hutan tanah, dan kalaupun mau berusaha
statusnya sebagai “penumpang”. Di dalam adat lagim disebut “Orang
Menumpang” Kelompok ini dikepalai olek “Perighulu Dagang” atas pilikan
masyarakatnya kemudian dikukuhkan ofeh Sultan Pelalawan.

4. “Iﬁakyat Asing”, adalah masyarokat yang bukan Melayn, seperti Cina yang hanya
dibenarkan “menumpang” untuk sementara dalam kawasan tertentu saja.
Kelompok Cina dikepalai oleh “Kapitan Cina” berkedudukan di pulau Mendol
(Renyalai, Kuala Kampar sekarang). Sedanghkan Kapitan = K. eling (India)
berkedudukan di Daik Lingga, dalam wilayak Kerajaan Riau Lingga.

Ketetapan inilah yang selanjutnya dikekalkan di kerajaan Pelalawan
s:%mpai kerajaan itu berakhir. Dan ketetapan ini pula yang menyebabkan
di kerajaan Pelalawan tidak ada orang luar apalagi bangsa asing yang
memiliki huian lanah.

\

Keteglllhan masyarakat Petalangan mematuhi ketentuan Sultan dan adat
istiadat mengenai hutan tanah, menyebabkan kawasan mercka selama ratusar
tahun fetap terpelihara, dan tidak pula terjadi sengketa perbatasan
penyerobotan  lahan. Hal ini pula yang menyakinkan pemerintah RI
menentukan lata batas Desa dan Kabupaten di kawasan itu berdasarkan
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lata batas yang disebut “tombo” Petalangan.
tatabatas antara Kecamatan Pasir Penyn dengan Kecan
yang merujuk kepada tata batas dari “fo hutan tanah Batin Tua Napuh
yang dijadikan acuan dan dipakei oleh Wedana Pelalawan wakiu itu (A. Wahab)
pada tanggal 5 Mei 1948 seperti disebutkan di atas).

% ,

(Diantaranya adalah penetapan
Kecamatan Pangkalan Kuras

Pene'fapan tatabatas Desa yang berdasarkan tatabatas hutan tanah dalam
“tombo |’ dimaksud, bermula sejak tahun 1947. Dalam tahun itulah dikumpulkan
seluruh “Surat Keterangan Hutan Tanah” milik Pebatinan yang dikeluarkan
Sultan Pelalawan, Surat-surat dimaksud diantarkan ke Pelalawan yang sudah
menjadi| ibu kewedanaan Pelalawan. Sayangnya, surat-surat dimaksud hampir
tidak dikembalikan lagi kepada para Batin atau pesukuan yang bersangkutan, dan
ketika terjadi perang menghadapi agresi Belanda tahun 1949, surat-surat itupun
musnah | baik akibat dibawa mengungsi maupun dibakar bersama arsip-arsip
lainnya. [Yang tersisa hanya sebagian kecil atau hanya “fombo” yang diingat olch
masing-masing Pebatinan, serta surat-surat tanah milik pribadi atau kelompok
masy: ] at di luar pebatinan.

Sumber lain yang memberikan informasi mengenai keberadaan hak-hak adat
Petalangzjm ini adalah dari catatan beberapa orang pencatal “sejarak kerajaan
Pelalawan” seperti: alm. Tenghu Said Umar Muhammad (beliau beberapa tahun
menjadi jurutulis pribadi Sultan Hasyim Pelalawan), Tengku Tonel (jaksa terakhir
kerajaan Pelalawan), Tengku Said Jaafar Miuhammad (pencatat sejarah dan adat
istiadat Pelalawan, dan pernah beberapa tahun kemudian menjadi Asisten
Wedana |di Kecamatan Pangkalan Kuras dan ketua DPRD Kampar), Tenghku
Nazir Alwy (pencatat sejarah  dan kebudayaan Pelalawan dan pernah menjadi
Asisten Wedana di Bunut dan ketua DPRD Kampar) dIl.

Dari |catatan beliau-beliau ini dan keterangan lisannya, banyaklah diperoleh
mformasi, baik mengenai asal-usul pesukuan maupun hutan tanahnya. Dan ini
diakui pula oleh scluruh Batin-Batin dan Ketiapannya. Informasipun diperoleh
pula dari Batin-Batin dan para Ketiapannya, yang sebagian besar masih ada dan
masth teéap memegang jabalan Pemangku Adat di dalam Pesukuannya masing-
masing sampai sekarang. Dan “fombo” yang umumnya dituturkan secara lisan
itu, masih dimiliki masing-masing Pebatinan, dan sebagian ada yang sudah
dicatat olgh para pencatat tempatan.

Dahulu, “fombo “masing-masing Pesukuan diwariskan turun temurun melalui
tradisi lisan, agar mereka dapat saling mengetahui “hutan tanak’nya, dantidak
terjadi pertikaian atau “berebus’ dalam penguasaan dan kepemilikan hutan tanah.
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Sesudah Indonesia merdcka, ada pula “Surat Keterangan Hutan T anah” ini yang
“dz]egalix:r oleh pemeri : ertera di bawah ini:
[ " SALINAN:
L

; HETMEDERLENDSC TNDISCH GOUVERNEMENT

Negéfi Belilivan pads tanggal 28 Muharram 1321

dari situ .mmpaz ke Bakal Pebagian, berwatas dengan Batin Gasib, tepat

disin ng Empat, disitu ada sialang Pebagion namanja.-

| Sialang tersebut boleh diambil hasiinja oleh Batin Delik, dan Batin
Gusib.- Dari sialang Pebagian dihilirkan sungai Kerintji sawat sampai ke redang
Kampar, sebelah kiri hilir selantjaran galah dari tebing sungai Kerintji, Batin Kerintji
punja, selebihnja Batin Delik Djundjung empunje peganga.- Dari Redang Kampar
menudju ke Busut Lada dimudikan sungai Pelalawan, sampai ke-Pengkalan Dua,
Batin Delik Djundjung jangem punja.-
y Dalam hutan tanah ftersebut ada mempunjoi empat setengah
kempungan (kepungan,pen) Sialang, Batin Delik Djundjung jang empunja.-
1. Siglang Mak Djuah 3
2. Siglang Empang Pudu,
3. Siglang Pijul Kilang
4. Sialang Tongkat Menghkanang,
5. Sialang Sdjambud.

Sjak dan njatanja serta ada tjap dan sain kita di atas ini.-

Penghalan Bunut 5 Djuni 1956

| Diketahui oleh: Disalin untuk keterangan jang sjah,
Wedana Pelalawan (Authentick afschrit)
( il}ap dan tanda tangan) Achting Ass. Wedana Bunut,
| (T.8.Haroen) (tjap dan tanda tangan)
(T.S.. Nurdin)

|
(Kutipan ddri copy milik Batin Lalang)

Sela:;n “Geran Sultan” yang diberikan kepada pemilik “Hutan Tanah
Wilayat” scpem contoh di atas, Sultan memberikan pula “Geran Sultan” untuk
seseorang yang dikurniainya huian ianah, yang menjadi pegangan orang yang
mendapatkan kurnia dimaksud. Salah satu contohnya adalah “Geran Sulian” yang
diberikan kepada “Datuk Enghu Raja Lela Puiera” Langgam.
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Tanda tangan dan Cap berbunyi:
“Al-Watsig Billah Tengku Besar
Sayyid Hasyim bin Abu Bakar bin
Sjakabuddin Billadi Pelalawan
Sanah 1311 H”

Negeri Pelalawan

‘Tertanggal 5 Muhdrram 1321 H, bertepatan dengan tanggal 3 April 1903 M

{ Kita
Sri Pae uka YangMaixa Muka Tengku Besar As-Sayyid Syarif Ha.syzm yang memerintah
tahta Kerajaan Pelalawan telah memberikan Surat Garap tanah kepada yang berkak
atas tanak tersebut, yaitu kepada Datuk Engku Raja Lela Putera bin Umar, yang
memp nyai peladangan, tanahsebeloh kanan mudik Kampor seberang Pakan Tuah,
se; lan yang sebelah adalah K epala Rantau Tanjung Baru, yaitu Buluh Cing dan
Reng Besar penyeberangan ke Pekan Tuah dan sempadan yang sebelah hulu adalah

n TabunTaryuug Menanasi

!

| Tanah

|
yang tersebut ini inlak kepunyaan Datuk Engku Rajoleio Putra bin Umar

Naik kedarat 3 tahun peladangan padi,maksud

nye dibayar kepada Kergjaan Selama 3 tahun pe
Ladangan padi atan 3 kali panen

Atas namaKerajaan

(dikutip ddn alih aksara oleh: Hai\im Pengadilan Agama Pekanbaru, (Drs. Endang Muchlis,
Pekanbaru, \3 Nop.94)

Conto,"n di atas menunjukkan bahwa Sultan Pelalawan telah memerikan “surat
garap tanak” kepada Datuk Engku Rajolelo Putra bin Umar, yang berkedudukan
di Langgam. Sayangnya, alih aksara ini ada cacatnya, karena yang melakukan
alih aksara ini, Drs Endang Muchlis, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, felak
membuat kekeliruan besar, yakni: pertama menambah kalimat. “Naik kedarat 3
tahun peladangan padi” dengan kalimat; “maksudnya, dibavar kepada Kerajaan
Selama 3| tahun peladangan padi atau 3 kali panen”, seakan-akan kalimat
tambahan itu adalah kalimat “asli” dari Geran Sultan. Kekeliruan kedua, ialah
dalam menafszrkan arti: “Naik kedarat 3 tahun peladangan padi’itu dengan
pengertian: “dibayar kepada Kerajaan selama 3 tahun peladangan padi atau 3
kali panen”. Padahal maksud yang scbenarnya bukanlah seperti itu. Yang
dimaksud dengan: “naik kedarat 3 tahun peladangan padi”, ialah : apabila ia
berladang|tahun pertama jauhnya ke darat (disebut kepala ldang) misalnya 100
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meler, tahun kedua 100 meter dan tahun ketiga 100 meter, maka lebar tanah itu

kedarat
pada sz

dari pinggir sungai atau kaki Iadang, adalah 300 meter. Hal ini sesuai
etentuan adat berladang yang hanya membenarkan seseorang berladang
1 tempat selama 3 tahun peladangan (3 kali musim berladang) dengan

hak boleh menambah luas ladangnya arah ke “kekepala ladang” (bagian atas
ladangnya).

Berikut|

ini adalah “Geran Sultan” yang diberikan kepada “Encik Tijak” dan

“Encik 1}jm’ * di Pelalawan yang berbunyi:

| e :

| - Alth Aksara dari Tulisan Arab Melayu (Jawi) ke Tulisan Latin

! Surat Tengku Putera Rajo Muda Pelalawan tgl. 10 Syafar 1308 H

1
Saya menurunkan tanda tangan di bawah ini surat dengan tangan Raje Muda sertc
Datx*bdatuk, nyataloh saya sudeh dengar ini. Ini dikira jadi saksi (Tulisan Latin:pen).

2{' unda Tangan Tenghu Putera  Cap Tenghu Putera Tanda Tangan
| Raja Muda Pelalawan Raja Muda Pelalawan 23/9/°90
‘ (23-9-1890:pen}

Bapwa kita Tengku Putera yang berpangkat Tengku Raja Muda di dalam Negeri
Pulaw Lawan (sekarang, Pelalawan:pen), serta segale dengan Kerapatan Datuk-datuk
yang bertiga telah memberi satu Surat Keterangan Grant Tanah Encik Tijak dan
Encik Ajar yaite cucu Encik Kadir anck Tuk Mufni yaitu tanah di Kuala Kampar
sebetah kiri hilir sungai Kampar. Panjangnya dari Sungai Kutup Kecil di hilirkan
(dikilir:pen) sungai Kampar di sebelak kiri sampai ke Sungai Guntung Encik Tijak
dan Encik Ajar yang punya. Dan lebarnya ke darat d:hztung naik dari tebing Kampar
menghadap ke darat hingga tiga tahun naik tanak p gan setinggi-
tmggfz tangh feladangan. Dan Jjtka ada sungai yang terkandung oleh tanakh itu maka
mud dari kuslanya sehingga jauh itu hingga ke hulunya, itulah dia yang empunye

. Maka barang yang terkandung di dalam tanah itu seperti sialang atau ladang
padz &atau pancung alas orang ke hutan bergetah atau barang sebagai-bagainya
melainkan orang yang empunya iniloh yang empunya kuasanya diatasnya itu. Lain
seperti galian-galian melainkan raja yang empunya dan teloh mengakuiah perempuan
yang memegang ini tanah tidak sekali-kali boleh menjual ini tanah kepada orang lain
such | melainkan dengan izin si warisnya sychdan lagi seperti anak cucu Haji
Muhammad Bashir anak Tuk Mufni. Jikalau dia berjehendak barang yang patuinya
ke tanah yang tersebut ini mesti diberikan oleh orang yang memegang tanak ini
atan anak cucw Haji Nawiyah. Demikian jugalah barang yang patut boleh juga ia
diberi dan jikalau datang ajel mati prempuan yang memegang ini surat melainkan ini
surat mesti tmggal kepada si warisnya yang perempuan juga dan ikut seperti jalan
yang |tersebut ini juga, tiada boleh tidak. Maka syah dengan nyata serta ada cap
kerapatan di dalam Negerz Pulau Lawan (sekarang, Pelalawan :pen) dibawa syatar
(halaman surat:pen) ini adanya, Tamat.
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Tanda Cap Tunda Cap Tanda Cap
(kmf'augﬂ_'ie!a&'pen) (kurang jelas:pen) (kurang jelas:pen)

(salinan dari: alih aksara ofeh Pusat Pengajian Melayu, UIR, 1999)

1

Be‘rl{edanya latar belakang “Surat Keterangan Hutan Tanah” atsn “Gran
Sultan” \ini tentulah berbeda pula kekuatan hukumnya menurut adat tempatan.
Adat kerajaan Pelalawan mengakui sepenuhnya bahwa hak wilayat Petalangan
adalah “ak asal” yang mereka warisi turun temurun, dan tidak boleh diperjual
belikan, tdig&iiaikan, dialih hakkan, apalagi dijual, kecuali untuk keperluan yang
sangat prznﬁng menyanghut kepentingan umum, dengan melalui musyawarah dan
mufakat ‘Jelqrulz anggoia pesukuan. Adat juga menetapkan, bahwa hutan tanah
wajiblah| dipelihara dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan untuk kepentingan
masyarakat, dan dipantangkan merusaknya. Siapa saja yang merusaknya
dihukum| dengan sankst hukum adat yang berat, termasuk dikucilkan dari
masy: 1atnya.. .Bahkan Sultan Pelalawan sendiripun #idak dibenarkan oleh
adat  mengambil hutan tanah rakyainya dengan semena-mena. Ini terbukti
ketika Sultan Jaafar (1866-1872 M) mementahkan Datuk Laksemana Mangku
Diraja membuka perkampungan untuk tempat kedudukan datuk tersebut di
kawasan |Pangkalan Kuras dalam pebatinan Mon#i Raja, Sultan sendiri meminta
kepada Monti Raja agar bersedia “memberikan” tanahnya untuk membuka
kampung'. dimaksud. Oleh Monti Raja setelah melalui musyawarah pesukuannya,
memberikan sebidang tanah, dengan ketentuan antara lain: bahwa “fobo”
(keluarga dan keturunan) Datk Laksemana tidak usik mengusik dengan “tobo”
Monti Raja; dan tanah yang diberikan itu boleh dimanfaatkan oleh anak cucu
Datuk Li]csemana dan tidak akan menjadi dakwa dakwi dibelakang hari; tanah
yang diberikan itu tidak boleh diperjual belikan kepada orang di liar “tobo”
Datuk L&;zkxemana dan anak cucunya; dan anak cucu Datuk Iaksemana
dibenarkan untuk “menumpang”’ berladang atou mencari nafkah di kawasan
wilayat A{anﬁ Raja sepanjang tidak melanggar adat setempat. (Kampung itu
dibangun | dinamakan “Pangkalan Pasir’, dan pernah menjadi ibu Kecamatan
Pangkalan Kuras. Tahun 1960/61 nama kampung ini diganti oleh Bupati Kampar

4 pr il .
menjadi “Desa Kesuma” sampai sekarang).

Conlof} di atas menunjukkan sejauh mana Sultan Pelalawan menghormati dan
mengakui| hak-hak adat Petalangan. Padahal, dengan kedudukan beliau selaku
Sultan, kalau mau, tentu saja beliau dapat mengambil hutan tanah itu tanpa
memerlukan “izin” atau “meminta” kepada Monti Raja selaku pucuk adat dan
pengetua pesukuan itu. Namun sepanjang yang diketahui, kasus ambil mengambil
apalagi merampas hak-hak adat tidak pernah dilakukan oleh Sultan dan
keluarganya, maupun pembesar dan pejabat kerajaan, karena mereka semuanya



mentaap hak-hak adat tempatan dan kokoh memegang prinsip kepemilikan
masmgg-masmg orang atau pesukuan di wilayah kerajaan itu.

Pen#ntuan tatabatas “Hutan Tanah Wilayal® ‘Petalangan dldasarkan kepada
“tombg” masing-masing, sedangkan ‘penentuan tatabatas hutan tanah yang
deenkan Sultan kepada seseorang ditentukan oleh Sultan sendiri. Lazimnya
untuk tanah pembenan” atau “anugerak” Sultan kepada seseorang, ukuran dari
tebing sungai ke darat -adalah “figa tahun berladang padi’, yakm tiga kali
berladang sambung menyambung ke darat. Maksudnya, bila tahun pertama 100
meter jauhnya ke darat dari tepi sungai Kampar, tahun kedua 100 meter dan
tahun ketiga 100 meter pula tambahannya ke darat, maka jauh lebar tanah itu ke
daratnya adalah 3 x 100 M = 300 M. Ketetapan ini dilakukan Sultan, karena
mengacu kepada ketentuan adat yang menyebutkan antara lain: bahwa hutan
tanah “Melayu Pesisir” dari pinggir sunga1 Kampar sejauh “sepenggual gendang
basah kedarat”, dan di anak-anak sungai Kampar sejauh “sepercik air dayung’
atau sejauh “seluncuran galah”, atau scjauh “tumbuh rengas dan cempedak air’
atau sehingga “kaki pematang” dari tebing sungai. Sedangkan di sebelah daratnya
adalah milik Pebatinan Petalangan. Selain itu, ada? berladang” dan “pantang
larang ‘berladang” menetapkan pula bahwa seseorang hanya diberi hak
berladang selama tiga kali peladangan (disebut figa tahun peladangan padh)
pada satp tempat, kemudian berpindah ke tempat lain, dan bekas peladangannya
itu boleh dipeladangi orang lain. Lazimnya.  Jangka waktu (sirkulasi)
perpindahan berladang itu antara 5 sampai 20 fahun atau lebih, kemudian
kembali |lagi ke tempat semula. Hal inipun membuktikan bahwa hakekatnya
“ladang | berpindal” tidaklah merusak hutan karena dilakukan dalam areal

tertentn yang tersebut “tanak peladangan”.

Menurut | adat dan ketetapan di kerajaan Pelalawan, hak atas “Hutan Tanah
Wilayat Pebatinan” adalah milik sefuruh angeota pesukuan atau pebatinan,
sedangkan Batin dan Ketiapan hanya “mengunghung kedono” (memelihara,
mengawam) dan #dak memilikinya_secara pribadi. Milik pribadi Batin dan
Keuapa.xmya sama seperti yang lain, yakni dikawasan “Tanah Kampung” dan
“Tanah Dusun”. Bila hutan tanah dimaksud mau dialihkan haknya kepada orang
lain, hendaklah dilakukan melalui keputusan musyawarah adat pesukuan,
kemudian di syahkan oleh Sultan Pelalawan. Acuan ini pula yang dijadikan dasar
dalam SK Gubernur Riau No: Kpts.52/EIV/1991, tanggal 29 Juni 1991, tentang
izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah, yang mengatakan al:
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“3. 3 Seandainya Hutan Kkepungan Sialang dan hutan Larangan tersebut gkan
| dimanfaatkan oleh perusahaan, pelepasan haknya haruslah ditands tangan oleh
| Pemangku Adat Pemkuan Setempat atas keputison msyawarah adat kemudion
dzketabm oleh Kepala Desadan Comat” -

Sedaﬁgkan hak atas tanah pemberian Sulian sewaktu-wakiu dapat dicabut
kembalt oleh Sultan. Selain itu, hak atas tanah pemberian Sultan ada yang bersifat

emzarien yakni diberlakukan turun temurun dan ada yang bersifat
semenzara , yakni semasa yang memperoleh hak masih hidup, dan ada pula hak
garap [ yakm sekedar mengolah untuk berladang, tetapi tidak berhak untuk
me ya. Penegasan ini ada yang disebutkan di dalam “Surat Geran Sultan’
yang diberikan sultan, ada pula yang hanya diberi tahu secara lisan sewaktu
beliau miemberikan surat itu. (Dahulu, keterangan lisan amatlah kuat, karena
disaksikan oleh para pembesar kerajaan dan menjadi pegangan semua pihak, dan
siapa yang melanggamnya dianggap “menyalahi janji” atau “melanggar titah”,
yang daplat membawa akibat buruk bagi pelanggarnya.)

Qekarp.ng, walaupun sebagian angota masyarakat masih ada yang memiliki
“Surat Keterangan Hutan Tanak” atan “Geran Sultan” itu, tetapi mercka
I\ebanyakan tidak mengetahui atau kurang memahami seluk beluk keabsahaan
dan adat yang berlaku pada masa silam. Dan tidak pula mustahil, ada
diantaranya yang sudah dibatalkan sultan dan berpindah ke tangan lain. Ketidak
tahuan mengenai adat tempatan, dapat pula menimbulkan penafsiran yang keliru
terhadap | “istiloh-istilah” yang tertera di dalam surat dimaksud, terutama
mengenai;: istilah “naik ke darat tiga tahun peladangan padsi’. Sebab ada Hakim
Pengadlkin Agama Pekanbaru yang menafsirkannya: “dzbayar kepada Kera]aan
selama ﬁga tahun peladangan padi atau tign kali paner”. Penafsiran ini jelas
amat keliru. Sebab pembayaran kepada sultan lazimnya diberlakukan terhadap
hasil hutan yang disebut “pancung alas”, sedangkan hasil ladang padi, kalau itu
milik pribadi sama sekali tidak ada pungutan dari kerajaan. Kecuali kalau lahan
itu milik |sultan dan orang menumpang berladang di sana, barulah dikenakan
pungutan |hasil yang disebut “padi cabut’ yang besarnya bervariasi, misalnya 1 :
5 atau 1 : 10, maksudnya dalam lima gantang padi dikeluarkan untuk sultan 1
gantang, afau dalam 10 gantang panen dikelnarkan untuk sultan 1 gantang dan
seterusnya. Dan inipun lazimnya diberlakukan bagi “orang dagang” yang tidak
memiliki hutan tanah. Selain itu, “padi cabut’ diberlakukan sultan apabila beliau
ingin berladang dan menyuruh orang menggarapnya. Terhadap anggota
masyarakat yang susah dan fakir miskin, atau orang yang menuntut ilmu, ulama
kerajaan dan orang tertentu, sultan membebaskan “padi cabu?’ di atas tanahnya.
Mereka boleh saja menggarap lahan sultan asal sebelumnya meminta izin dan
tidak menonaminya dengon tanaman keras dan semata-mata untuk nafkah
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hzdupn Dan sultan pun lazim pula mengizinkan orang mengeqakan lahannya
untuk membantu mereka yang susah, ulama, khatib, bllal, imam, atau orang-
orang tqttentu yang memiliki keahlian (pertukangan, seniman dil) dan sebagainya
tanpa memungut “padi cabut’ atau hasil lainnya. Namun, lazimnya, para
penggarap ini setiap tahun terutama menjelang bulan puasa Ramadan mereka
mengantarkan “persembahan” berupa hasil pertanian mereka atau hasil teraknya
ke istana sultan. Benda-benda ini pun dipergunakan sultan untuk hidangan bagi
siapa saja yang mau makan di istana sultan selama bulan puasa, mulai dari
berbukaI uasa sampai tadarus dan makan sahur.

Dahuly, semua pihak memahami benar hak-hak yang mereka miliki atau
kuasai, dan patuh pula mentaati segala ketentuan adat 'yang berlaku di dalam
kerajaan lxm Pemahaman dan ketaatan itulah yang menyebabkan “hutan tanah”,
baik yang di Petalangan maupun yang di Pesisir, tidak menjadi permasalahan dan
silang sengketa.

|

|
IV. FUNGSI, PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN “HUTAN TANAH
WILAYAT”

01. FWASI “HUTAN TANAH WILAYAT”

Bagi masvarakat Petalangan hutan tanah bukan hanya sekedar fempat hidup
dan mené:arz nafkah, tetapi juga menjadi sumber budaya dan nilai-nilainya,
bahkan yang dianggap terpehtmg adalah sebagai pengukuhan “@ah” dan
“marwah !’ pesukuan atau Pebatinannya. Di dalam ungkapan adat dikatakan: “di
dalam hutan, banyaklah conioh teladan’; “di dalam rimba, banyaklah tuah’;

“di dalank semak, banyak yang nampak’.

1. thgkt sebagai pengulathan “tuak” dan “marwak”:

" Orangtua-tua Petalangan mengatakan, bahwa Pesukuan atau Pebatinan
yang| tidak memiliki hutan tanah, adalah ibarat “semut tidak bersarang,
ibarat ayam tidak bereban”, yang dapat dianggap “bagaikan hewan yang
berkeliaran” Bahkan, Pesukuan atau Pebatinan ini dianggap “rendah” dan
“hidup menumpang’, bagaikan burung yang tak punya tempat hinggap,
sehingga mereka tidak memiliki “hari depan” untuk anak cucunya.
Pesukuan atan Pebatinan seperti ini tidaklah memiliki “fuak” dan “marwah”
sehingga tidak dapat “duduk sama rendah dan tegak sama tinggi” dengan
Pesukuan dan Pebatinan lainya. Di dalam ungkapan adat dikatakan:
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“bersuku tzdak wbe'r:‘.uai‘l berbann tidak bermarwah, ke laut hanyut ke darat

- aib” U gkapan lain mengatakan: “bila tidak
t ke darat menjadi ulat’ atau
ilang tanah tercampak tuah”.

d1kzhakan “hilang hutan binasa | da ]

Dan sisi lain, Pesukuan yang tidak mem1hk1 hotan tanah dianggap
“fidak asal’ dan tidak “soko”, sehmgga keberadaaxmya tidak kokoh dan
quatp waktu dapat “dikalau” oleh yang memiliki hutan tanah wilayat tempat
' dat me: atakan “adat orang bersuku
c adat orang berlraum sk, berimtan

4cuan ini menyebabkan setiap Pesukuan atau Pebatinan tetap bermukim

di kawasan “Hutan Tanah Wilayal’ nya masmg—mamng, dan tetap pula

memenfaatkan dan mcmchharanya dengan cermat sesuai menurut ketentuan

adat‘yang berlaku. Dan masing-masing Pesukuan atan Pebatinan tetap pula

me hhara “tombo” dan hutan tanahnya, agar sewaktu-wakiu dapat

can landasan bila terjadi keragnan tentang tatabatas atau tentang
pen%Laglan asal usul Pesukuan atau Pebatinan.

2). széﬁ sebagai sumber nafkal dan tempat idup:

Hiutan tanah, selain dijadikan untuk perkebunan, juga dijadikan tempat
mengari nafkah seperti berkebun, berladang dan mengambl hasil hutan
(gaharu, kemenyan, berbagai jenis getah, rotan, damar, kyu kayan, hewan
dll) dan di suak sungai, tasik dan danau tempat mencari ikan. Hutan tanah
dan isinya menjadi sumber ramuan untuk pengobatan tradisional yang amat
penting dalam kehidupan mereka. Di dalam ungkapan adat dikatakan:

selagi ada hutan, tak kan susah makan” atau dikatakan: “selagi ada tanah,
hidup tak kan susah’.
|

(3). szgsiz sebagai Sumber Budaya:
i :

Budaya Petalangan tak dapat dipisakan dari alam sekitar atau
lingklbngannya, yakni “hutan tanah wilayal’ nya. Mereka meyakini, bahwa
dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam, bersebati dengan
alam.|Karenanya orangtua-tua mereka mengatakan: “alam adalah diri kiia,
merusak alam bermakna merusak diri sendiri”. Keyakinan ini dipaterikan di
dalam berbagai lambang, seperti “pohon alam” (yang lahiriahnya
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dilambangkan pada pohon Sialang) atau lambang-lambang lainnya yang
mehnm;ukk:m persebatian mereka dengan alamnya. :

Ungkapamungkapan Petalangan selalu mengacu kepada erainya
hubungan mereka dengan alam, seperti: “bercermin ke hutan, berkaca ke
tanah, bercontoh ke laut, bermisal ke langit’. Ungkapan lain berbunyi: “di
ddlfzm huian banyak contoh teladan, di dalam rimba banyak yang bersua, di
tanah banyak yang berfaedah, di laut banyak yang patut”.

Dan sisi la;m terlihat pula, banyaknya upacara adat dan tradisi yang
berkaitan dengan alam sekitar, dan ‘banyak pula alat dan kelengkapan yang
dihésﬂka.n dari alamnya. Karenanya, bila hutan tanah ini habis, hilanglah
beragam jenis upacara adat dan tradisi, dan h]lang lenyap pula berbagai alat
dan| kelengakapan seni budaya yang selama ini dihasilkan dari alamnya.
(M alnya: Upacara “Menumbai” , yakni upacara mengambil madu lebah di
pohon Sialang; upacara “Beliar”, yakm upacara Pengobatan Besar; upacara
“Beramu’”, yakni upacara ‘Mengambzl kayu di hutan’”;, dan sebagainya)

02. PEMANFAATAN “HUTAN TANAH WILAYAT”

Hakekatnya, pemanfaatan “hutan tanak’ adalah untuk kepentingan umum,

yakni kepentingan seluruh anggota masyarakatnya. Acuan inilah yang
menyebabkan raja-raja Pelalawan tetap mengakui dan bahkan melindungi hutan
tanah dimaksud, dan adat Petalangan mengatur pemanfatan Hutan Tanah
Wilayatnya dengan membaginya dalam 4 kelompok, yakni:

(D-

2.

3). “Te

wlmh Kampung”: ialah tanah tempat pemukiman, tempat mendirikan
rumah dan pekarangan. Di atas tanah ini ada hak milik pribadi, yakni untuk
permﬁnahm dan pekarangan.

S an'ah Dusus?’: ialah tanah untuk berkebun tanaman keras, seperti durian,
rambjﬂutan, cempedak, karet, dil, dan juga sebagai cadangan perluasan
kampung. D1 atas tanah inipun ada hak milik pribadi, yakni tanah kebunnya.

i

Peladangart’: 1alah tanah khusus untuk berladang, yang lazimnya
nkan secara berpindah-pindah. Adat mereka menetapkan, bahwa hak
seseorang atas tanah ini hanya selama “3 (figa) iahun naik berladang’.
Makshdnya, seseorang boleh menguasai lahan itu selama 3 kali musim
berladang atau 3 kali melanjutkan berladang ke arah “kepale” ladang
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sebelumnya. Disimipun tidak diperbolehkan menanam tanaman keras,
kecuali bila status tanah itu sudah ditetapkan menjadi “lanah dusun’.
Sesudah 3 tahun peladangan orang lain boleh berladang disana dan
‘seterusnya.

. (#). “Rimba Larangarn’ : ialah kawasan rimba belantara yang sama sekali tidak
boleh dirusak (kecuali untuk keperluan umum seperti menambah tanah
peladangan, tanah dusun atau membuka perkampungan baru). “Rimba
; [arlpngan” ini dibagi dua yakni:

“Rip Kepungan Sialang”: tempat tumbuh pohon kayu Sialang atan .
pchon kayu yang menjadi tempat lebah bersarang. Kawasan ini relatif harus
luas karena lebih memerlukan bunga-bunga hutan untuk sumber madu,
Selain itu kawasan ini bermanfaat pula untuk kehidupan habitat lainnya,
karena pantang dirusak dan haruslah dipelihara secara cermat dan
ber]%csinambtmgan.

|
“Rimba Simpanar’: tempat hidup berbagai jenis pohon dan hewan, yang
menjadi sumber nafkah masyarakat. Hutan ini pun tidak boleh dirusak,
dijadikan sumber nafkah, sumber bahan bangunan, sumber berbagai
keperluan adat, budaya dan sebagainya. Selain itu rimba ini dan menjadi
cadangan bagi perluasan  Kampung, Dusun dan Tanah Peladangan.
Ungkapan adat mengatakan: “rimba simpanan, tempat hidup bertahan”.

03. PELE:STARIAN “HUTAN TANAH WILAYAT”

“Hutan Tanah Wilayaf’ pemeliharaan dan pelestariannya ditentukan dan
ditetapkaf} berdasarkan keputusan musyawarah adat dan menjadi “sukum adat”
tempatan| Upaya pemeliharaan dan pelestarian hutan tanah itu memjadi semakin
penting, karena budaya mereka menjadikan dirinya bagian dani alam sekitar,
bahkan “bersebat” dengan alamnya. Prinsip: “merusak alam bermalkna merusak
diri .s’endi’rf’, semakin mengekalkan upaya pemeliharaan dan pelestarian alam,
dan semakin mengentalkan hubungan mereka dengan alamnya. Itulah sebabnya,
anak-anak Petalangan, sejak mulai lahir diperkenalkan dengan simbol-simbol
“persebatian dengan alant”’, seperti tercermin di dalam “mandi air jejak tanah”,
yang dikukuhkan dengan upacara-upacara adat dan tradisi lainnya seperti upcara
“menjejak benik”, unpacara “bergaharu’, upacara “beramu”, upacara “menetau
tanah atou huian”, upacara “berburu”, dan sebagainya . Selain itu banyak pula
ketentuan | adat seperti: “Adat Menyusuk Kampung”, “Adat Menyusuk Dusun”,
“Adat Berladang”, “Adat Kepungan Sialang” dll yang sudah disebutkan diatas.

3
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Selanjutnya, ditetapkan pula  “paniang larang  (erhadap pemanfaatan,
pemeliharaan dan pelestarian hutan tanah, tasik dan danau, suak dan sungai, yang
tidak bolch dilanggar oleh siapa pun. Pelanggarannya dikenakan sanksi yang
berat, termasuk dikucilkan dari masyarakat atau “diasingkan” dari Pesckuan dan
Pebatinannya. Ak

Kearifan masyarakat Petalangan dalam memanfaatkan, memelihara dan
melestarikan  hutan tanah dan lingkungannya dengan kebijakan mereka
menetapkan “tataruang” sederhana dalam pemanfaatan hutan tanah, Kemudian
menetapkan prinsip-prinsip cagar alam untuk memelihara keseimbangan dan
pelestarian lingkungan. Hal ini patutlah dijadikan teladan, sebaiknya dikaji lagi
oleh para pakamya agar nilai-nilai budaya Petalangan ini dapat digali dan
sepanjang memungkinkan diterapkan dalam kehidupan masa kini dan mendatang.

Kcaﬁfan masyarakat Petalangan dalam memelihara keseimbangan ~alam
sekitarnya, dapat pula dicermati dalam prilaku mereka ketika membuka atan
membuat kampung, dusun, peladangan, dan sebagainya yang selalu diawali
dengan musyawarah dan mufakat, untuk mempertimbangkan buruk baiknya
pembukaan hutan tanzh dimaksud terhadap masyarakat dan alam itu sendiri.
Bahkan secara rinci mereka juga menjaga agar jenis-jenis flora dan fauna tidak
pupus dan harus tetap hidup dan berkembang,

V. PERMASALAHAN “HUfAN TANAH WILAYAT”

Tidak |dapat dimungkiri, bahwa di Riau umumnya, di Kabupaten Pelalawan
khasnya, permasalahan hutan tanah ini sudah muncul sejak puluhan tahun yang
silam. Permasalahan yang paling menonjol adalah maraknya gugatan dan tuntuan
masyarakat adat terhadap hutan tanah yang mereka anggap menjadi sak adat dan
hak wilayat mereka, yang kemudian dikuasai oleh pemerintah dan para
pengusah‘b, teruiama pemegang HPH/HTIL Industri dan Perkebunan Besar.
Banyak sudah kerugian yang timbul bagi kedua belah pihak, terutama dari
masyarakat adat yang selalu berada di pihak yang lemah, bahkan sebagian ada
yang meriihgkuk di dalam penjara, atau hidup melarat karena kehilangan hak-hak
adat dan miliknya, kehilangan dusun dan kebun, pendam pekuburan, simbol-
stmbol dan sumber-sumber budaya, dan sebagainya. Kalau disimak dengan
jernih, maka permasalahan itu muncul hakikanya berpunca dari permasalahan
yang mendasar antara lain:
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02.

03.

33

Permasalahan “Hutan Tanah wilayal’ yang hakikatnya disebabkan oleh:

a). Selama ini belum ada kepastian hukum dan pengakuan secara resmi
?;ﬁ» pemenntah terhadap izak-hak adat atau hak wilayat masyarakat
t atan
b). | Dibukanya kawasan hatan tanah ini untuk berbagai jenis usaha besar
sepém HTH/ HTL, Perkebunan Besar dan Industri, yang secara menyeluruh
nyaris menghabiskan. hak-hak adat aten “ Hutan Tanah Wzlayat * masyarakat
dimaksud. Bahkan banyak pula menghabiskan “dusun dan kampung lama”
serl# “pendam pekuburan nenek moyangnya’, seerta menghilanghan
sum],ber budaya dan mlaz-mlaz yarzg Ierkandung di dalamnya.

Telﬁadmya pemekaran‘ desa byang membagl-bagl kawasan “wilayat
Pebatinan” menjadi beberapa desa, schingga muncul anggapan bahwa “hak
adal’ atau “Hutan Tanah Wzlayai’ sudah “dxha_pm” dan semua hutan tanah
“mer vadi milik negara”. Sxkap ini bukan saja menghilangkan hak adat atas
“Rzmba Larangan” tetapi juga telhadap tanah garapan masyarakat (“Tanah
Peiadangan”) atau bahkan “Zanah Dusun” yang karena tidak ada tanaman
keras dan dilakukan berpindah-pindah dalam sirkulas antara 5 — 15 tahun
atan ;lebih dianggap “lahan tidur” dan jadi “milik negara” pula.

Dﬁi sisi lain masalahnya muncul karena dalam proses mendapatkan
perizinan untuk lokasi perusahaan, pihak-pihak yang berwenang sama sekali
tidak memperhatikan adanya hak-hak adat atau hak wilayat. Bahkan tidak
jarang terjadi dalam melakukan pendataan di lapangan cenderung
dilaksanakan dengan “semena-mena”, dan tidak melibatkan Pemangku Adat
tempatan, dan tidak pula man 1nendengar atan memperhatikan keluhan dan
tuntutan masyarakat yang mengaku punya hak atas lokasi dimaksud. Dan
prilaku yang dirasakan “sewenang-wenang” oleh rakyat itu menjadi semakin
marak bila dalam proses perizinan dicampuri pula oleh oknum-oknum yang
mengandalkan kekuasaan dan pengaruhnya atau memanfaatkan peluang itu
untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga suara masyakarat bukan saja
tidak| didengar tetapi tidak jarang pula sebagian anggota masyarakat yang
diintimidasi agar melepaskan tuntutannya atau bahkan dianiaya secara fisik
maupun mental. Bahkan, adanya Kepala Desa yang juga menjadi Batin
dicopot dari jabatannya karena menyampaikan suara hati rakyatnya.
Akibatnya, setelah perusahaan memulai kegiatannya di lapangan, banyaklah
anggota masyarakat yang merasa kebunnya dirampas, ribuan kuburan dan
dusunnya diratakan dengan tanah secara semena-mena. “Kepungan
Sialang” dan “Rimba Iarangan”, dibabat dengan paksa tanpa
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memperduhkan Surat  Keputusan Gubernur, apalagi “Gran Sultan”,
“tombo”, dan tuntutan masyarakat adattempatan '
Keadaan ini berlangsung selama bertahun—tahun tanpa adanya penyelesaian
sec&zra tuntas atau konpensasi yang memadai. Kalaupun ada ganti rugi,
maka ganti rugi itupun kadangkala dilakukan dengan berbagai rekayasa dan
faatkan - oleh- oknum - tertentu untuk memperkaya diri. Akibatnya
b yak hak-hak masyarakat yang tidak diganti rugi karena tidak memiliki
surat atau_pembuktian yang oleh “Tim Pendatoan Ganti Rugi” dianggap
tidak syah. Selain itu, kalaupun ada yang diakui, maka luas hak masyarakai
lazimnya dxbataa menjadi 7 2 he ang atau per KK, schingga
yang memiliki tanah lebih dari 2 hektar, kelebihan itu tidak mendapat ganti
rugi atau haknya dialihkan ke orang. lam Scbaliknya ada pula orang atau
oknim yang sama sekali tidak punya hak, mcndapat ganti rugl dengan
Jaln{an kerjasama oknum-oknum tertentn. Bahkan, sering diduga, mereka ini
mendapat “ganti rugf ]auh lebih besar dani orang-orang yang scbenarnya
punya hak. Perilaku yang dirasakan “fidak manusiawi” ini berjalan mulus
karena umumnya masyarakat Petalangan adalah masyarakat yang lugu dan
relatif berpendidikan rendah, apalagi pihak perusahaan selalu mendapat
backingan oknum - ferfentu yang dengan mengandalkan kekuasaannya
menimbulkan ketakutan masyarakat untuk membuka mulut.

Hakif’;atnya, pembukaan perkebunan besar, industri, maupun pembangunan
lainnya memberikan banyak peluang bagi masyarakat tempatan. Namun,
peluang-peluang itu nyars tidak dapat dimanfaastkan oleh masyarakat
tempatan, karena ketidak mampuan pengetehuan mereka, atau karena
banyaknya “permainan” dari berbagai pihak. Bahkan tidak jarang terjadi,
jatah kebun PIR yang sebenarnya disediakan sebanyak 20% untuk
masyarakat tempatan, terlepas pula dari tangan mereka karena dialihkan
kepihak lain atas kebijjakan dan permainan oknum mulai dari oknum
permgkat Desa sampai ke oknum di Kecamatan dan oknum di Kabupaten,
bahkan oknum di Propinsi.

Hutan dan tanah yang menjadi sumber nafkah dan sumber nilai budaya
semakin hari semakin habis, sungai, suak, danau dan tasik sebagian
diantaranya tidak luput dari pencemaran limbah-limbah industri atau
pembuaton kanal-kanal baru yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
Derita ini lah yang mereka rasa dari tahun ke tahun, sehingga kecemburuan
sosial dan rasa tidak puas yang sudah lama terpendam itu menjadi
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berkembang, yang lambat laun berobsh menjadi “dendam kesumat”,
bagmkan “apz di dalam sekam”.

06. Peﬁﬂaku yang dirasakan ftidak adil oleh masyarakat, menyebabkan
ke}}ercayaan masyarakat kepada pemerintah berangsur “lunsur” dan kian
mempm sebab mereka merasa “dianak tirikan” oleh pemerintah yang
me¥eka anggap cenderung berpihak kepada perusahaan. Apalagi ada pula
pengusaha yang “tdak iahu diri” dengan “mengepil kepala harimau” atau
“kepala hant” mereka menjadi “pongah”, sehmgga keluhan dan tuntutan
masyarakat (hanggap sebagai “angzn laly’ saja. Kalaupun ada masyarakat
yang berkeras, gigih dan tidak mempan dibu]uk rayu, dengan cepat dapat
diredam melalui oknum-okmum yang selalu siap membela kepentingan

pe bahaan Hal ini ‘tentulah scmakin ‘menumbuhkan ketidak senangan

me entang keberadaan perusahaan d:maksud ' Padahal, kehadiran
perusahaan itu awalnya dlhaxapkan membawa rezki, dan manfaat bagi
semua pihak, termasuk membantu memngkatkan kesejahtera'm masyarakat
tempatan. Namun, dengan prilaku yang tidak wajar itu, mercka merasa
kehadiran perusahaan sebagai pembawa “bencana”, yang menimbulkan
kerugian berkepanjangan. Walaupun ada “jasa” perusahaan terhadap
masyarakat di kawasan itu, lazimnya mereka anggap sangat “fidak
seimbang” bila dibandingkan dengan keuntungan yang diraih perusahaan di
sana,

07. Permasalahan  dapat pula ditumbuhkan oleh ketidak adilan yang dirasakan
masyarakat dalam kebijakan pembagian jatah kebun pola PIR. Ada sebagian
anggota masyarakat yang memiliki kebun karet tradisional puluhan hektar
atau |lahan olahan dengan hasil yang memadai, karena kebun atau lahan
olahan itu termasuk kedalam lokasi perusahaan, dibabatlah oleh perusahaan
tanpa ganti rugi. Scbab pola PIR memang tidak ada ganti rugi.
Kompensasinya, pemilik kebun itu (sebagian) mendapat vang “sagu hati”
(ada yang sebesar Rp. 25.000 per kebun tanpa dihitung berapa lnasnya) dan
kalau nasibnya baik dapat menjadi peserta PIR lokal dan dapat kebun 2
hektar, rumah dan tanah perkarangan 0,5 hekiar. Yang dirasakan #dak
adilnya, adalah bahwa mereka kehilangan kebun puluhan hektar
dikompensasi dengan kebun sawit 2 hektar dan rumah serta pekarangan
tetapi semuanya it letap menjadi hutang, sama seperti orang yang dari luar
yang \sama sekali tidak punya tanah sejengkalpun di sana. Bagi masyarakat
Petalangan kebijakan ini mereka rasakan amatlah menyakitkan dan amat
fidak | adil, apalagi waktu itu mereka yakin, bahwa kebun mereka yang
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diambil perusahaan hasilnya jauh lebih besar dari kebun sawit yang
di erolehnya dengan beban hutang pula.

Pebucu lain, adalah menyebarnya isu bahwa ada perusahaan selalu berupaya
mepambah lhuas Iokasinya dengan menggeser pancang tatabaias lokasinya
sehmgga melebihi izin yang dimilikina, serta mendapat keuntungan ratusan
atau ribuan hektar lahan dengan musah. Ak1batnya semakin banyak tanah
yarakat yang dirampasnya. = Peng geseran tatabatas itu ada yang
d11 ukan sendiri oleh oknum perusahaan dan ada pula melalui kerja sama
de gan oknum ftertentu. Jsw ini semakin mengental, karena masyarakat
merasakan Jokasi perusahaan semakin meluas, bahkan sampai ke beiakang
dapur rumah mereka atau ke perkampungan penduduk. Kenyataan ini
sen‘rlakm memperkuat dugaan bahwa lokasi perusahaan sudah melewati
peta izin lokasmya tanpa mendapat teguran dari pihak yang berwenang.
Menyikapi isu dan dugaan in, lLembaga Adat Petalangan di dalam
Muh)esnya tahun 1996 dan 1998 mengajukan tuntutan dan permohonan
kepada pemenintah daerah Riau agar dilakukan pengukuran ulang terhadap
iakész perusahaan dimaksud. Sayangnya, tuntutan ini sama sekali belum
dlpénuhl, konon, karena tak jelas siapa yang mau mendanai pengukuran itu.

Permasalahan lain yang sering terjadi, adalah antara masyarakat dengan
pemilik HPI/HTI dan Inhutani. Masyarakat tempatan yang kehilangan mata
pencaharian, atau yang merasa hutan tanah sekitarnya adalah “hak mereka”,
bekerja mengambil kayu di hutan yang sudah dikuasai pihak pengusaha
atau| Inhutani, kemudian menjualnya untik sekedar mencari makan. Mereka
ini lah yang sering dijadikan sasaran razig, kayunya ditangkap dan alat-
alatnya disita dan pelakunya pun ada yang disel.. Padahal, selain mereka
banyak pula kelompok dari luar yang mengolah kayu di lokasi itu, bahkan
Jauh lebih banyak dari masyarakat tempatan dan dilengkapi dengan modal
>exta( peralatan yang cukup, tetapi selalu bebas karena adanya backingan
okm&m tertentu atau memang bekerja sama dengan oknum perusahaan atau
Inhutam dan sebagainya.

Selain itu, kecemburnan dan ketidak puasan masyarakat semakin meningkat,
karena pihak perusahaan atau Inhutani selefu menuding masyarakat
tempatan sebagai “pencuri” kayn di lokasinya. Tudingan im, bagi
masyarakat Petalangan yang lugn amatlah menyakitkan, karena mereka
merasa huian tonah itn adalah hak milik mereka turun lemurun yang
diambil perusahaan atau dikuasai Inhutani tanpa persetujuan mcreka
Karenanya, mereka justern menganggap yang patut disebut “pencuri” itu
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bukanlah masyarakat tempatan, melainkan para pengusaha dan Inhutani itn
sendiri.

| 7
'Seimjumya, ~ada pula terjadi bahwa masyarakat yang mengambil kayu di
luar areal perusahaan tetapi melewati jalan perusahaan, dituduh pula
sebagai “pencuri kayu® oleh perusahaan dimaksud. Hal ini semakin
memperuncing hubungan kedua belah pihak, apalagi kalau sampai
perusahaan itu menutup jalannya bagi masyarakat..

Ketidak sena:ngan' masyarakat t@rhadap‘ perusahaan, dilengkapi lagi dengan
semakin rusaknya jalan-jalan yang dijadikan Ialu lintas mobil-mobil besar
perusahaan yang menyangkut kayu yang nyaris tak ada hentinya sepanjang
siang dan malam. Dimusim hujan jalan itu menjadi kubangan, dan dimusim
kemarau menjadi lautan debu yang menyesakkan napas masyarakat sekitar
jalan itu. Upaya perbaikan jalan dimaksud umumnya bersifat = “tambal
Ju;’é(m” dan tidak pula merata, schingga lebih banyak rusak dari pada
baiknya.

Pemicu terjadinya permasalahan ada pula yang ditimbulkan akibat kelakuan
oknum-oknum tertentu yang membagi-bagi tanah masyarakat tanpa
musyawarah dengan masyarakat itu sendiri. Tanah-tanah ini kemudian
dialihkan ke pihak lain, baik dengan kedok “kelompok tans”, atau KUD, atan
organisasi tertentu, dengan alasan cenderung mengada-ada. Bahkan banyak
pula oknum pejabat yang mengeluarkan “Surat Keterangan Tanah” (SKT),
yang direkayasa sedemikian rupa, kemudian dijual ke pihak lain. (Padahal
sebagian masyarakat sudah tahu, bahwa penerbitan SKT itu sudah dilarang
dengan S K Mendagri No.593, tanggal 22 Mei 1984). Akibatnya, hutan
tanah yang menipis semakin habis dan menyusahkan masyarakat tempatan,
dan permasalahan semakin tumpang tindih bagaikan benang kusut yang sulit
dicarikan titik penyelesaiannya. :

Permasalahan dapat pula timbul akibat banyaknya pendatang baru yang
dengan bantuan oknum tertentu berhasil menguasai tanah masyarakat secara
tidak| wajar. Apalagi, sebagian besar Kepala Desa maupun Pemangku Adat
di k%awasan Petalangan hanya lepasan Sekolah Dasar, bahkan sampai
pertengahan 1998 masih ada yang buta aksara. Mereka ini selalu menjadi
sasaran bujuk rayu dan tipuan pihak lain yang ingin menguasai kawasan itu.
Karenanya, banyak pula Kepala Desa yang menandatangani surat-surat yang
berkaitan dengan hutan tanah yang dimanipulasi pihak lain, sebab lain yang
dibacakan lain pula yang ditandatangani atau “dicap” dengan jempolnya.
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Dé;n bila terjadi permasalahan, secara tertulis mereka kalzh, dan hutan tanah
itupun lenyap dan menjadi hak orang lain.

VI. SUMBANG SARAN UNTUK PEMECAHAN MASALAH

Apa yang diuraikan di atas terjadi hampir diseluruh Riau, terutama di daratan,
khasnya di Kabupaten Pelalawan. Sebab di Riau, selain dari masyarakat
Petalangan, banyak lagi masayarakat daerah ini yang memiliki hak-hak adat atau
tanah wilayaf, seperti: di Kabupaten Kampar, Kabupaten Inderagiri Hulu,
Kabupaten Kuantan Singigi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan
Kabupaten Rokan Hulu.  Karena pembukaan lahan perkebunan besar dan
industri, HPH/HTI, menyebar di Riau, maka kasus tanah adat atau tanah wilayat
inipun menyebar pula hampir diseluruh Riau.

Sebafiknyalah apabila  upaya-upaya untuk menyelesaikan  beragam
permasal[ahan ini  harus diawali dengan pemahaman dan pencermatan yang
dalam, mengapa permasalahan itu muncul. Dengan mengkaji sebab dan akibat,
mengkaji perkembangan dan perubahan zaman, akan lebih membuka peluang
dalam menentukan kebijakan dan sikap, serta memperbaiki kekeliruan yang
dilakukai‘g semua pihak. Selain itu tentulah perlu disimak tatanan nilai budaya dan
adat istiadat tempatan, serta pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya.

Perlu pula disimak kondisi ' masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya yang
sudah berlangsung puluhan tahun belum mendapatkan titik temu yang
berkeadilan dan memuaskannya. Dalam kondisi yang nyars putus asa dan
kecemburuan yang semakin tajam, masyarakat tempatan menjadi “kehilangan
pegangan” dan nyaris “patah hati’ memperjuangkan hak-haknya. Kesempatan
“ini dibeberapa kawasan dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mencari
keuntungan bagi diri atau kelompoknya. Mereka dengan gaya “pembela rakyat’
menawarkan jasa-jasa batknya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dan
tawaran itupun dengan tidak berfikir panjang diterima masyarakat, tanpa
memperhitungkan rugi labanya. Apalagi dimasa-masa sebelumnya tidak banyak
orang yang mau berpihak kepada masyarakat. Akibatnya tidak sedikit anggota
masyarakat yang menjadi “sapi peraharn”, menjadi korban penipuan, yang
membayar pihak ketiga ini karena janji dan bujuk rayunya yang meyakinkan
masarakat bahwa “perjuangan” mereka itu akan berhasil. Padahal, mereka-
mereka ini selain membodohi dan menipu masyarakat juga melakukan
“pemerasan”  terhadap perusahaan. Karena perusahaan memang ada yang
merasa “berdosa” maka mereka pun takut pula “dosa-dosa” nya disebar luaskan,
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sehmgga mereka pun menjadi makanan _empuk para “pemem.s’ * yang terselubung
( ] 1. Kenyataan ini terus berlangsung,

ak adat bukannya menjadi selesai,
GSYarakai kecil yang hanyut
semakm merana, sehingga ada
‘cinc > atan berhutang

pendel;z}\t: : 1 )&mg mendekati “apriori” dari
masyarakat ‘te dan dﬂunakkm sehingga
memu | an'"

Denggan tegadmya perubahan di Indonema, "a]{m bextukmnya kepemimpinan
nasonal, Lgfarakhnnya era orde baru dan be; a era: reformasi, masyarakat
yang sel “memendam rasa’ dan “maka emlam Jantung’ itu mulai
sadar dan bangkit dari kelesuannya. Munctlah ak51-ak51 massa yang menuntut
hak-hak | adat dan hak-hak mereka atas hutan tanahnya. Maka aksi-aksi itu pun
men]alaﬁl dari kampung ke kampung, merebak bagaikan api yang dihembus badai.
Gerakan ini dari satu sisi dapat dimaklumi dan patut didukung oleh semua pihak,
namun ‘b11a tidak dilakukan secara baik dan benar tidak mustahil akan
dzttmggangt atau disusupi pula oleh pihak lain yang hakekatnya hanya untuk
mencari keuntungan bagi diri dan kelompoknya. Bila ini terjadi, maka “sejarah
lama” akan berulang lagi, dimana masyarakat dan perusahaan akan menjadi

“sapi perahan Sedangkan permasalahan pokoknya tidak akan selesai, bahkan
mungkm akan menambah permasalahan baru pula. Untuk mengatasinya, tentulah
diperlukan adanya keterbukaan dari semua pihak, untuk mendapatkan titik temu
dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, tentu pula diperlukan pemahaman
mengena:L budaya dan adat istiadat tempatan, agar pendekatan itu dapat dilakukan
dengan cara-cara saling menghormati.

\

Dengan melambungnya harga tanah di beberapa kawasan, banyak pula
muncul kelompok yang melakukan tuntutan dan aksi unjuk rasa, sebagian tidak
segan-segan mengaku mempunyai hak atas lahan tertenty. Padahal, sebelumnya
kelompok ini sama sekali tidak pernah muncul dan tak ada kait maitnya dengan
hutan disana. Bahkan, tidak sejengkal pun ada hutan tanahnya di kawasan
itu. Tel‘;ﬁl kelompok ini pula yang lebih garang dan beringas, yang kadang-
kadang melakukan aksinya dengan berlebih-lebihan, mengada-ada dan menjurus
kepada tindakan kriminal. Kenyataan inipun perlu disimak dan disikapi secara
arif oleh semua pihak, agar masayarakat yang benar-benar punya hak atas
kawasan itn tidak fersisih dan menjadi korban seperti masa-masa sebelumnya,
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atan tidak terhasut unfuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, menyalahi
tatakrax‘pa, atau melakukan kekerasan, pengrusakan, perampasan dan penjarahan
dan seb'agmnya yang pasti merugikan semua pxhak

Sedngkan dari sisi lain lagi, perusahaanpun memeriukan perlindungan

hukum,| memerlukan kondisi yang aman, dengan ikllim yang penuh keakraban,
kedamaian dengan masyarakat lingkungannya. Agar mereka dapat terus berusaha
dengan | tenang : terhmdar dari hujatan dan gugatan, terhindar pula dan
“pemerasan”, “ancaman” dan sebagainya. Untuk menmptakan kondisi yang
dlharapkan itu, pihak perusahaan sebaiknya segera menyelesaikan  semua
ermasala}zan yang selama ini menjadi “duri di dalam daging”, dan tidak lagi
mengulangz kekeliruan yang mereka lakukan sebelumnya. Dengan demikian
diharapkan, masyarakat akan pulth kepercayaannya kepada perusahaan, dan
menganggap perusahaan itu scbagai mitra usaha, scbagai bagian dari
masyarakatnya, schingga pihak perusahaanpun dapat bekerja dengan tenang.

Hendaknya semua pihak menyadari, bahwa menunda—nunda penyelesaian
permasd}ahan akan membawa akibat yang jauh lebih buruk dari masa-masa
sebelum| ini. Apalagi dalam era reformasi sekarang ini, semua endapan
pennasalahan yang selama ini tidak dlperhahkan atau hanya diredam dengan
cara-caré yang tidak wajar akan terus mencuat kepermukaan. Bahkan, di
beberapd tempat sudah meledak dalam bentuk aksi-aksi massa diiringi dengan
tmdakam kekerasan, pengrusakan dan sebagainya. Masyarakat yang selama ini
* dapat dlfkekang atau disumbat mulutnya dengan diintimidasi atau dibodohi,
sekaran,,‘ mulai menunjukkan keberanian dan membuka mulut dengan lantang
Karenanya, amatlah perlu dilakukan penyelesaian secara menyeliruh agar tidak
memmbl}lkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak. Bila tidak ada
penyelesaian, tidak mustahil akan berdampak negatif bagi para invesior yang
mgin menanamkan modalnya di daerah ini nantinya.

Sekarang kita melihat, bahwa scbagian perusahaan yang beroperasi di
kawasan |ini ada diantaranya yang sudah menunjukkan itikad baiknya dalam
menyelesaikan berbagai permasalahan dengan masyarakat, dan sebaglan sudah
pula melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk kemitraan. Hal ini tentulah
perlu didukung oleh semua pihak, agar masyarakal tidak lagi dirugikan dan
memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan dan sebaliknya perusahaan
yang sudah menyadari kekeliruan selama ini dapat merangkul masyarakat dan
mensejahterakan mereka, kemudian secara terbuka memberikan informasi
peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan perusahaannya.
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Uengan demikian diharapkan perusahaan akan dapat melanjutkan usahanya
dengan : aman dan damm serta didukung oleh masyarakat sekitarnya.

Dan | sisi 1am, ‘peranan pemenmtah tentulah besar pula dalam menyelesaikan
permasﬁ,lahan dan mewujudkan kerukunan dantara masyarakat dengan
perusah Karenanya, aparat pemerintah sebaiknya bertindak lebih arif dan
bijak, b ‘rlaku adil dan jeli melihat kesengsaraan rakyat sebagai akibat kebijakan
yang kurang bljaksana yang dilakukan pemerintah selama ini. Pemerintah
sebalkn‘.a »menyadan keudak cermatan dan ketidak adilannya terutama dalam
proses emberian izin aan, sehingga banyak hak-hak adat masyarakat
yang terabaikan, bahka;j\ adanya kecendenmgan sikap pemerintah yang tidak
mengakui hak hak adat afau hutan tanah wilayat masyarakat. Selain itu
pemerintah juga scbatknya menyadari bahwa selama ini dalam  meredam
permasalahan pcrusaham ‘dengan masyarakat, atau antara masyarakat dengan
pemerml lazimnya dilakukan dengan mengandalkan kekuasaan, intimidasi,
ancamam]i dan scbagainya, yang kurang menunjukkan kearifan dan menimbulkan
ketidak gpuasan masyarakal. Sikap inilah yang menyebabkan “lunturnyva
kepercayaan” masyarakal terhadap pemeriniah, schingga sebagian masyarakat
menganggap bahwa aparat pemenintah bagaikan “kaki tangan” perusahaan yang
turut merugikan dan menyengsarakan mereka. Bila sikap itu segera diubah,dan
pemerintzh benar-benar menampilkan kearifan dan kebijakan yang adil dan
benar, teégas dan terbuka, tentulah dapat menghapus kesan negatif dan
mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dengan demikian, berbagai masalah dapat diselesaikan secara baik dan adil, dan
termptalah kondisi yang serasy, tertib dan aman, sehingga roda pembangunan
pun dapajr bergulir dengan sebaik-baiknya.

G1. Sarap tentang Pokok-pokok Pemecahan Permasalahan:

Upaya untuk menyelesaikan beragam masalah hak-hak adat atau hutan tanah
wilayat masyarakat dengan pihak perusahaan dan sebagainya, tentulah tidak
dapat dilakukan tanpa mencermati pokok-pokok permasalahannya. Dari
pemahaman itulah baru dapat dicarikan jalan penyelesaian yang diharapkan
memuaskjm semua pihak. Dengan mengacu kepada berbagai permasalahan yang
diuratkan| di atas, disarankan kepada semua pihak untuk memecahkan
permaslal”asmya sebagai berikut:

(01). Perl\mya penegasan pemerintah dalam mengakui keberadaon hak-hak adat
di Riau umumnya dan di Kabupaten Pelalawan khususnya.



(02).

(03).
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Perlu  penegasan pemerintah mengenai berlaku atan fidak nya “Sural
Kézerangan Hutan Tanah” atan “Geran Sultan” yang dimiliki masyarakat.
onegasan  ini - ulsh memerlukan bahasan yang mendalam oleh
\erintah dan para Pemangku Adat ‘dan pakar-pakar hukum yang terkait
de gannya.)

Pcﬂu Sesegera mungkm melakukan pendataan dan pengukuran terhadap
semua hak-hak adat di daerah ini, dengan melibatkan semua pihak terkait,
i dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pe'latzakan:zsx : Takun 1999, Tentang: Pedoman Penyelesaion
M&salah Hak Ul kai, dan Peratiran Daerah Kabupaten
Kdmpar No, 12 — Tanggal 15 J@dz 1999 Tentang: Hak Ulayat,

(04) Perlu sesegera mungkin melakukan pendataan terhadap semua perusahaan,

(05).

(06).

07).

(08).

koperasi, kelompok usaha tani, yayasan dan sebagainya yang bergerak di
bidang pertanahan atau bcrkaxtan dengan pertanahan, yang ada di
KaPupmen Pelalawan.

Perlu dicari dan disepakali Jandasan kesepakatan dalam penyelesaian
permasalahan perianahan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah,
yang merujuk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
sert%a mengacu kepada Adat Istiadat tempatan.

Perlu membentuk “7im: Terpadu” untuk melakukan Pendatgan dan
Periyele.mzan Permasalahan, yang terdini dari unsur: Lembaga Kerapatan
Adﬁt Kabupaten pe:lalavyan Pemerintah, Pakar Hukum Pertanahan dan
Hukum Adat Melayu, | d'm Tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili
berbagalunsur

Menyarankan kepada semua prusahaan agar lebih menmgkat]fan minat dan
mnggung}awabnya terhadap pembinaan, pemberdayaan dan kesejahteraan
masyarakat tempatan, dengan membuka peluang bagi lapangan kerja dan
usaha - atau dengan bantuan lainnya yang  bermanfaal dan
berl;;esinambzmgan.

Méﬁnyarankan kepada semua perusahaan agar sesegera mungkin
meryelesaikan permasalahannya dengan masyarakat, —merealisasikan
kesepakatan yang pernah dilakukan antara kedua belah pihak dan
melakukan dialog-dialog interaktif dengan masyarakat secara priodik.
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(09). Menyarankan kepada pemerintah untuk flebilr aktif dan lebih arif dan
tanggap dalam menyelesaikan permasalahan perianahan, dan menindak
lanjuti upaya penyelesazan yang pernah ada, merealisasikan kesepakatan
yang pernah ada dalam penyelesaian masalah perianahan dan membantu
menengahi penyelesaian  permasalahan antara masyarakat dengan
perusahaan secara adil dan persuasif.

(10). Menyamnkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan agar
seseg,era mungkin membusat” “Raerncangan Peraturan Daerah” Kabupaten
Pelalawan Tentang Hak-hak Adat/Hutan Tanah Wilayat Masyarakat
Azlaf Kabupaten Pelalpwan, yang nantinya disampaikan kepada DRPD
Kabupaxen Pelalawan.

02. Saran [kentang Kebyakan Unuim Pemecahan Permasalahan:

\

Dalamfmenghadapi otonomi daerah yang mulai berlaku awal 2000 ini,
tentulah berbagal rancangan kebijakan perlu disiapkan, terutama upaya untuk
menmgkatkm kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi
masyarakat| di Kabupaten Pelalawan yang relatif memprihatinkan, perlu ditangani
secara bersungguh agar mereka tidak terus tertinggal dan ditinggalkan dalam
pembangunan. Salah satu aspek wutama yang menjadi dasar dalam
mensejahterakan masyarakat adalah pertanahan. Karenanya, penyelesaian
masalah pertanahan yang selama ini masih berlarut-larut perlu diselesaikan
dengan cepat dan arif, sehingga tidak menjadi batu sandungan dalam
pembangunan daerah yang baru mekar ini.

|
Sebagai | Kabupaten bary, tentulah banyak harapan yang ditumpahkan
masyarakat,| terutama kepada pemerintah dacrahnya, yang dianggap “masih
segar”, “masik dipercaya”, “masih bersih” dan umumnya terdiri dari generasi
muda yang|kebanyakan berasal dari daerah mi pula. Harapan itu tentulah patut
disikapi demgan cermat, agar tidak menjadi harapan hampa dan mengecewakan

masyarakat.|

Patut disadarim bila permerintah tidak segera menegaskan keberadaan dan
mengakui adanya hak-hak adat, besar kemungkinan permasalahan akan menjadi
semakin berlarut-larut, dan tidak mustahil akan menambah maraknya aksi-aksi
massa yang pada gilirannya akan menjurus kepada tindakan kekerasan yang
merugikan |semua pihak. Karenanya diharapkan  agar pihak pemernntah
menanggapi masalah hak-hak adat ini secara sungguh-sungguh dengan penuh



kearifan, Untuk memperjelas pokok-pokok penyelesaian permasalahan di atas,
barangkah dapat ditambahkan saran sebagm berikut: :

0L). Terhadap “Surat Keterangan Iﬂuan Tanak” atau “Geran Sultan” yang

(02).

(03).

(04).

dimiliki masyarakat, bila diakui, periu pula ditegaskan melalui Peraturan
Daerah (Perda), selanjumya dilakukan pendataan ulang baik terhadap
lahan maupun ahli waris atau pesukuan yang memegang surat tersebut.
Seibahknya bila fidak diakui, maka pembatalan itu hendaklah dilakukan
secara terbuka oleh pemerintah, tentu saja dengan alasan yang dapat
meyakinkan semua pihak, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian
hati. Atau dengan kata lain, alasan penolakan dimaksud haruslah memiliki
dasar yang kuat dan masuk akal, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagi setiap perusahaan yang beroperasi di daerah ini, amat lah diharapkan

kes%adarannya untuk memperhatikan nasib masyarakat tempatan, serta
meningkatkan upaya mensejahierakan hidup dan kehidupan mereka.
Bantuan-bantuan perusahaan baik melalui program CD dan sejenisnya,
naupun dalam bentuk lain, diharapkan tidak hanya sekedar bantuan “basa-
basi”, tetapi haruslah bantuan yang bersifat mendasar, yang dapat menjadi
sandaran hidup masyarakat untuk hari ini dan masa mendatang. Bantuan
dimaksud diutamakan dalam bentuk peningkatan Sumber Daya Manusia
(S]jM) baik melalui pelatihan, penyuluhan, pemagangan, dan penyediaan
sargna dan prasarana pendidikan lainnya sehingga masyarakat mampu
mengisi peluang kerja pada perusahaan dimaksud dan mampu pula
berusaha secara mandiri.

Karena banyaknya isu yang menyebutkan bahwa proses pemberian izin
kepada perusahaan dilakukan secara fidak wajar ateu adanya indikasi
penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam operasionalnya, maka
sebatknya pemerintah melakukan pengecekan wulang terhadap izin
dimaksud. Hal ini perlu dilakukan, karena berguna pula untuk melakukan
pengecekan sejauh mana nmsmg—masmg pemegang izin sudah memenuhi
kewajibannya sesuai menurut izin yang mereka miliki.

Beréolak kepada kecemasan masyarakat yang merasa tidak ada lagi lahan
untuk bertani, pemekaran desa dan sebagainya diperlukan pula untuk
meninjau lataruang penggunaan lanah di Riau, yang pada beberapa
kawasan menghabiskan lahan sampai ke tengah-tengah perkampungan
penduduk. Terhadap desa-desa yang ianahnya habis, sebaiknya
dikembalifan kepada masyarakat, setidak-tidaknya sebanyak yang
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diperlukan untuk lahan usaha mereka dan pemekaran seria pembangunan
desanya. Apabila lahan dimaksud sudah terlanjur ditanami atau diolah oleh
perusahaan, penmyelesaiannya dapat dilakukan ‘secara musyawarah dan
mufakat, antara lain dengan merubah statusnya menjadi pola kemitraan dIL.
Yang terpenting masyarakat dapat hidup nyaman dan memiliki lahan
seb%agai sandaran hidup dan pembangunan desanya.

Kepada pihak perusahaan diharapkan untuk sesegera mungkin
mengevaluasi janji-janjinya kepada masyarakat, dan memenuhi Jjanji-janji
dimaksud agar tidak tefjadi permasalahan yang berkepanjangan. = Sebab
janji-janji yang tidak terpenuhi akan menjadi pemicu permasalahan, atau
dijadikan alasan oleh pihak tertentn untuk menyudutkan perusahaan. Dari
sisi| lain, dapat pula melunturkan kepercayaan masyarakat kepada
perusahaan, schingga mempersulit penyelesaian masalah dan menjadi
ken,“dala untuk menjalin kemitraan dan sebagainya.

Kepada masyarakat juga diharapken agar idak lepas hendali dan tidak
bersikap apriori kepada perusahaan dan pemerintah, karena tidak semua
perysahaan bersikap semena-mena, dan tidak semua aparat dan kebijakan
pemerintah yang merugikan rakyat. Bahkan, ada di antara mereka yang
tingkat kepeduliannya cukup tinggi, dan banyak pula peraturan dan
ketetapanan yang dikeluarkan pemerintah  yang berpihak kepada
masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya cenderung diabaikan oleh
oknfim-oknum tertentu.

Kepada pihak-pihak lain yang ingin membantu menyelesaikan
permasalahan, diminta agar memahami adat dan budaya tempatan, serta
menigkaji secara cermat inti permasalahannya agar dapat menyelesaikan
permasalahan itu secara baik dan benar sesuai menurut alur dan patutnya.
Scbab masalah hak-hak adat pertu dikaji menurut adat tempatan dan
penﬁndang—undangan yang berlaku, tidak semata-mata berdasarkan
imformasi sekilas yang kadang kala menyimpang dari kenyataan
sebenarnya. Disinilah diperlukan kearifan, kejujuran dan keterbukaan serta
wawasan lnas dalam mencari penyelesaian masalahnya. Karenanya,
siapapun yang berminal dan turut membantu dalam penyelesaian
pcmri;asalahan ini hendalah mampu berpihak kepada kebenaran, kalau
masyarakat salah haruslah disalahkan, kalan perusahaan yang salah harus
disalahkan dan kalau pemerintsh yang salah harus pula dikatakan bersalah.
Sebaliknya bila masyarakat benar harus dibela dan dibenarkan, bila
perusahaan benar harus pula dbela dan dibenarkan, demikian pula
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pemerintah. Dari sisi lain dituntut pula kewaspadaan semua pihak agar
tidak terjebak oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang
berlfedok “pembela rakyat”, tetapi sebenamya “penipu rakyat’.

Sesuai pula dengan tatanan nilai adat dan budaya Melayu umumnya dan
adat daerah ini khususnya, di dalam penyelesaian masalah hendaklah
dﬂakukan secara arif dan bijak, dilakukan menurut alur dan patutnya, tidak
dengm cara-cara “caci maki” atau bertindak diluar jalur hukum yang
berlaku. Dan kita percaya bahwa para reformis yang intinya adalah
kal: intelektual tentulah arif dan bijak dalam menangam dan
merﬁyelesmkan masalah, karena mereka adalah calon-calon pemimpin dan
sudah ditempa pula untuk bersikap arif, bijak serta ‘berwawasan jauh ke
depan. Bila mereka mau membantu masyarakat tentulah bermanfaat,
apalbgi sebagian diantaranya adalah “anak-anak desa” yang terkena
“mugibak” itu. Dengan keikutsertaan para intelektual dan generasi muda
ini, | diharapkan pula untuk =~ mengingatkan masyarakat agar tidak
dijadikan “proyek” atau “dibodohi” petualang-petualang yang hanya
mencari keuntungan bagi diri atau kelompok tertentu.

Pengamafan di lapangan umumnya menunjukkan, bahwa sumber
keresahan masyarakat bukan hanya sekedar kehilangan hutan tanah, tetapi
Legamanoan dan kecemasan menghadapi hari depan karena kefiadaan
sandaran usaha, bak bagi dirinya maupun anak cucunya kelak. Barang
kali dengan mengembalikan sebagian lahan apalagi dalam bentuk kebun
yang sudah jadi, masyarakat tidak akan terus menerus menuntut hak-
haknya yang hilang. Sefidak-tidaknya mereka akan dapat diajak duduk
bemndmg dalam suasana yang lebifi akrab tanpa dihantui oleh “dendam
kesua?” dan “kebencian”. Bila suasana penuh persahabatan, akrab dan
masing-masing pihak berkepala dingin, tentulah memudahkan mereka
untuk mencari penyelesaian masalah secara menyeluruh.

Walaupun banyak masyarakat yang menuntut gan#i rugi atas hak-haknya
dalam bentuk uang, sebaiknya tuntutan berupa uang itu dibatasi agar tidak
menjadi tujuan utama. D1harapkan Lepada semua pihak, terutama dari
tokoh-tokoh masyarakat daerah ini, agar dengan kearifannya  dapat
memﬁ)en penjelasan dan menanamkan pengertian masyarakat, bahwa ganti
rugi dalam bentuk uang hanya bermanfaat sementara dan pasti akan habis
dalam waktu singkat. Pengalaman selama ini juga menunjukkan, bakwa
uang ganti rugi nyaris tidak nampak manfaatnya, bahkan kadang kala
]usiem merusak mereka sendiri, karena cenderung menjadi “mata duitan”
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dan sangat gegabah dalam mengeluarkan uangnya. Karenanya, lebih baik
tuntutan itu diarahkan kepada penyediaan kebun oleh perusahaan yang
lebih bermanfaat dan dapat dijadikan sandaran kehidupan mereka dimasa
daiang. Polanya tergantung kepada putusan kesepakatan bersama, apakah
poia KPPA atau pola lain yag menguntungkan kedua belah pihak.

Dengén mempertimbangkan saran-saran untuk penyelesaian permasalahan di
atas, bara;ngkali banyak upaya yang dapat dilakukan untuk merekat hubungan
baik dan mesra antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Kita menyadari,
bahwa, masyarakat di daerah ini adalah masyarakat yang hakikatnya baik dan
beradat, Yhugw” dan jujur, memiliki fenggang rasa yang tinggi, yang asasnya
selalu ber;vangka baik kepada semua orang. Seharusnya semua pihak menyadari
pula, bahwa kebanyakan anggota masyarakat memiliki pola pikir dan wawasan
yang masih terikat erat dengan tradisi masa silam, sehingga “kefuguan”,
keﬂljurart,fienggang rasa dan sangka baiknya itu sering pula dimanfaatkan pihak
lain untuk’fnencari keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Namun demikian, hendaknya dimaklumi, bahwa dengan sifat dan perilaku
itulah maka selama ini mereka dalam melakukan tuntutan atas hak-haknya,
selalu menempuh cara yang lunak, menuruti alur dan patutnya, dan selalu
}nenghindc%n‘ kekerasan. Barang kali, walau pun kondisi sudah berubah dan
tuntutan semakin menggebu-gebu mereka tidak akan sampai kepada prilaku yang
keji asal &aja tidak ada orang yang menghasuinya. Dengan demikian, pinfu
pemndiﬂgén dan musyawarah masih terbuka, tinggal sejauh mana pihak-pihak
terkait memanfaatkannya. Namun perlu pula diingat, bahwa kesabaran
masyarakat ada  batasnya, bila peluang perundingan yang masih terbuka ini
tidak cepat-cepat dimanfaatkan, tidak mustahil mereka akan lepas kendali dan
munculah %&'ijiz! “anadk” nya yang dapat melakukan ftindakan kekerasan yang
tentu saja ftidak menyelesaikan permasalahan tetapi scbaliknya menyebabkan
pennasalah#m semakin berat dan kusut masai. Hal ini tentulah tidak kita inginkan,
karena sangat merugikan semua pihak.

|
VIL PEN‘UTUP

Barang kali apa yang disajikan di atas nampaknya berlebihan, tetapi itulah
yang terjadi di dalam masyarakat di daerah ini, terutama dalam masyarakat
Petalangan. | Kehidupan mereka yang sudah sengsara semakin merana karena
ketiadaan sandaran untuk hari depannya. Sebagai petani tradisional mereka
memerlukan lahan, bantuan, bimbingan dan senbagainya. Sekarang lahan yang
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menjadi sandaran mereka nyaris habis, dan bantuan maupun bimbingan walaupun
ada belhm pula memadai. Bantuan dari pemerinish atau swasta, lazimnya
bersifat gcoba-coba” dan “musim-musiman”, nyaris tidak ada yang berkelanjutan,
sehmgga kebanyakan menjadi mubazir” Bahkan tidak jarang bantuan itu menjadi
bumemrig yang  justeru = menggiring masyarakat kearah “fuwrang
bertanggungyawab” dan menganggap bantuan itu dapat dihabiskan dengan
semena-mena tanpa perlu diperianggungjawabkan. Contoh yang paling banyak
terjadi adalah bantuan dana IDT yang hampir seluruhnya lesap tanpa bekas,
bahkan men]adl ajang perselisihan antara sesama anggota masyarakat atau antara
masyarakat dengan Kepala Desanya.

Di da]ram ke}udupa.n ekonomi yang parah sekarang terbukti bahwa masyarakat
desa yang memiliki lahan terutama kebun (walaupun tradisional) masih mampu
untuk bertahan, dan tidak banyak terpengaruh krisis ekonomi secara menyeluruh..
Kenyataag ini semakin menumbuhkan kesadaran dan keingman mereka untuk
lebih mepingkatkan upaya pertaniannya. Sayangnya, jumlah masyarakat yang
memilki kebun dan lahan amat sedikit bila dibandingkan dengan yang tidak
punya apa-apa. Bagi mereka yang ftidak memiliki apa-apa ini, kehidupan
sekarang |dirasa amat berat dan penuh derita, sehingga sebagian berbuat hal-hal
yang udak baik, termasuk menjadi “ninja sawif’ atau menjadi perampok dan
pencuri uptuk mempertahankan hidup diri dan keluarganya.

Sekarang kita melihat, adanya program bantuan pemerintah untuk bibit dan
pertanian | tanaman pangan, tetapl rancangan .itu sebagian terbentur karena
ketiadaan |lahan. Sebab lahan sudah dikuasai pihak lain dan sisa-sisa yang ada
tidak pula dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program itu, karena
kebanyakan berupa lahan tandus atau rawa yang sulit diolah masyarakat.

Karenanya, diperlukan berbagai kebijakan lanjut atau bahkan kebijakan baru
dari pemerintah dan perusahaan agar masyarakat ini tidak terus menerus berada
dalam lembah kemiskinan dan kemelaratan. Mereka adalah manusia-manusia
seperti anfggota masyarakat lainnya yang memerlukan perlindungan hukum atas
hak-haknya, memerlukan jaminan hari depan bagi diri dan anak cucunya.
Kelemahan mereka jangan lagi dimanfaatkan untuk mencari keuntungan bagi
pihak tertc';ntu saja, sehingga menambah derita sengsara masyarakat yang sudah
cukup lama dalam kepedihan itu.

Dengan merujuk kepada pengalaman masa silam, banyaklah yang perlu
dibenahi dan diperbaiki oleh semua pihak. Pemerintah memperbaiki kebijakan
dan sikapnya, perusshaan memperbaiki citra, minat dan kepedulian serta



49

loyalifasny: terhadap masyarakat, Sedangkan masyargkatpun harus mampu pula
memperbaiki pola pikir, menyimak dengan arif pcrubahan dan perkembangan
zaman, melihat kenyataan dengan dada lapang, wapkan pula agar mereka
memacu dmnya untuk meningkatkan ilmu pcngetahuan dan kemampuannya,
memperluﬁs cakrawala wawasannya, -agar dapal memanfaatkan lahan yang
dimilikinya sebagai sandaran hari depannya, -serta dapat mengisi peluang yang
ada. Dengan modal itulah diharapkan agar mereka lagi tidak selalu kalah dalam
bersaing atau tercecer dalam kehidupan berbangsardan bernegara.

Mudah-gnudahan melalui Seminar Pertanakan ini, banyak hal yang dapat
dikupas ém dibahas, banyak pengalaman yang dapat ditimba, dan banyak
masalah yang dapat dicarikan pokok-pokok pemecahannya. Karenanya, melalui
seminar ini dihavapkan dapat disepakati landasan dan pokok-pokok kebijakan
pemecahan permasalahan, yang nantinya dapat dijadikan acuenr dalam upaya
penyelesaian permasalahan oleh semua pihak.

Sebagaimana disebut di atas, dengan selesainya permasalahan pertanahan,
tentuldh membawa manfaat yang besar bdgi terciptanya kerukunan hidup
bennasyarai\al terwujudnya iklim yang tenang dalam berusaha, dan terbukanya
berbagai peluang yang dapat meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakal di
daerah ini. |

Dari s1s1 lain, iklim yang nyaman itu dlharapkan dapat membuka peluang
bagi masuknya investor baru, sehingga daerah ini dapat lebih dipacu untuk
memngkatkan pembangunan dan pengembangannya di segala bidang.

Akhirnya, melalui Seminar Pertanahan ini diharapkan semakin kentalmya
persebatian [antara seluruh komponen masyarakat di daerah ini, sehingga menjadi
kekuatan b¢ear dalam mengahadapi cabaran dan tantangan masa kini dan masa
mendalang Dengan kekuatan itu pula kita bahu membahu membangun dan
membenahi| daerah ini, agar apa yang kita dicita-citakan ketika memperjuangkan
pembentuk%n Kabupaten ini dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

[

Sebagai penyudah tulisan ini patut pula kita simak pantun-pantun
“persebatian” yang selama ini menjadi acuan bagi masyarakat daerah ini dalam
kehidupan Hermasya.raka, berbangsa dan bernegara. Dahulu, pantun-pantun yang
bersifat “persebahan ini memang disebarluaskan dan dihayati oleh setiap
pribadi, agar mereka dapat hidup dalam suasana yang aman, damai dan penuh
kesejahteraan.
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Untalm pantun damaksud dikutip mer alek  Petalangan, antara lain

muyang
seasal
Kito senenck soto semoyang

‘ Tigo batang keladi muyang
Bebungo lobat topi telago
Kito senenek soto semayang
Samo seadat satu lembago”

| Bebungo lobat topi telago

Anak pipit meujung dahan

Samo seadat satu lembago

Sosak sompit samo ditahan”

Anak pipit meujung daan
Kono gotah jatou telontang
Sosak sompit samo ditakan
Walaw susah asonyo sonang”
‘| Kono gotah jatou telontang
Datang penjoat losilah badan
Walan susak asonyo songng
Boban boat menjadi engan”

Datang penjoat lositah I?Jadan
Masuk keanibung butolah mato
Boban boat menjadi engan|
Duduk sekampung seiyo sekato”

“| Masuk keambung butolah mato
Badan tebuang dadopun komak
Duduk sekampung seiyo sekato
Makan konyang tidoupun lonyak”

(dikutip dari|“Khasanah Pantun Petalangan”, Tenas Effendy, 1978)

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2000



